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MOTTO  
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َني ِ
ذ
لَّٱ  َف ىٗمَّس ُّم ٖلَج
َ
أ َٰٓ
َ
ِلَإ ٍۡنيَِدب مُتَنياََدت اَِذإ 
ْ
آوُنَماَء  ُهوُبُتۡكٱ...  ٢٨٢ 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .... (282) 
 
(Q.S Al-Baqarah [2] : 282) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
x 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ   Kasrah I i 
  َ   Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
xiii 
 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh 
huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
 
xiv 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Oktiya Nur Marfuah, NIM : 152121019 ; “PANDANGAN 
KEAGAMAAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DI SUKOHARJO 
TENTANG PERKAWINAN  DI BAWAH TANGAN”. 
Perkawinan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain 
juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara 
sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan 
ke perkawinan, sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. 
Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam 
penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai perkawinan, Allah s.w.t. 
menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan perkawinan dan 
mengharamkan zina. perkawinan  di bawah tangan bukan hanya merupakan 
menikah dengan sembunyi-sembunyi namun menikah yang tidak dicatatkan 
Negara. Dalam hal ini kaitannya dengan era zaman teknologi dan komunikasi yang 
terus berkembang pesat menjadikan lebih banyak orang melakukan perselingkuhan 
dan perzinaan meski pada dasarnya mereka telah mempunyai keluarga masing-
masing. Dalam penelitian ini yang ingin dikaji lebih dalam yaitu karena di 
Sukoharjo banyaknya ormas Islam. Tentunya banyak pondok pesantren yang 
berdiri diatas ormas tersebut. Maka dari itu dari banyak ormas tentunya akan 
banyak perbedaan pendapat. Baik dalam hal ibadah, muamalah dan maka dari itu 
penulis akan meneliti apakah berbeda pendapat dalam hal perkawinan di bawah 
tangan. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) 
menggunakan purposive sampling yang jumlah populasi yang digunakan adalah 
seluruh pondok pesantren  di sukoharjo kemudian di validasi  oleh Kementerian 
Agama Sukoharjo afiliasinhya ormas masing-masing Pondok Pesantren. dari hasil 
afiliasi ormas dipilih salah satu dari bagian afiliasi ormas. Pengambilan data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan meggunakan metode wawancara dan observasi 
kepada pimpinan pondok pesantren kemudian ditarik menjadi analisis dan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama : persamaan pendapat dalam hal 
sah tidak nya perkawinan tergantung memenuhi syarat dan rukun perkawinan,waris 
akan tetap berlaku sebagaimana semestinya karena waris adalah hukum Allah, 
ketiga pimpinan pondok pesantren tidak menyetujui adanya perkawinan  di bawah 
tangan, mengambil metode penetapan hukum syaddu dzari’ah dalam hal 
perkawinan  di bawah tangan. Kedua: perbedaan di antara ketiga pimpinan pondok 
pesantren ini terletak pada kitab rujukan yang digunakan, pengakuan ayah biologis 
jika ternyata hamil sebelum menikah. 
                                                                                                
Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan di bawah tangan , Pondok Pesantren.  
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ABSTRACT 
Oktiya Nur Marfuah, NIM: 152121019; "THE RELIGIOUS VIEW OF THE 
LEADER OF PESANTREN IN SUKOHARJO ABOUT UNCERTIFIED 
MARRIAGE". Marriage or marriage means to be collected and fused. According 
to other terms it can also mean Ijab Qobul (marriage contract) which requires 
communication between a pair of people spoken by words intended to proceed to 
marriage, according to regulations required by Islam. The word zawaj is used in the 
Koran, meaning that the pair can also be interpreted as marriage, Allah s.w.t. make 
humans pair up with each other, justify marriage and forbid adultery. Marriage 
under the hand is not only a secret marriage but a marriage which is not registered 
by the State. In this case the connection with the era of technology and 
communication that continues to grow rapidly makes more people commit adultery 
and adultery even though basically they already have their respective families. In 
this study what you want to study more deeply is because there are many Islamic 
organizations in Sukoharjo. Of course, many boarding schools that stand on these 
organizations. Therefore from many mass organizations, of course there will be 
many differences of opinion. Both in terms of worship, muamalah and therefore the 
author will examine whether different opinions in matters of marriage under the 
hand. 
This research was conducted by field research using a purposive sampling in which 
the total population used is the entire boarding school in Sukoharjo then validated 
by the Ministry of Religion Sukoharjo afiliasinhya mass organizations of each 
Islamic boarding school. from the results of affiliated CSOs are chosen one of the 
affiliated CSOs. Retrieval of data in this study was obtained by using interviews 
and observation methods to boarding school leaders then drawn into analysis and 
conclusions. 
The results of this study indicate, first: equality of opinion in terms of whether a 
marriage is valid or not depends on meeting the requirements and harmony of 
marriage, inheritance will continue to apply as it should because the inheritance is 
God's law, the three boarding school leaders do not approve of marriage under the 
hand, taking legal determination methods syaddu dzari'ah in matters of marriage 
under the hand. Second: the difference between the three leaders of the boarding 
school is located in the reference book used, the recognition of biological fathers if 
it turns out that they are pregnant before marriage. 
                                                                                                
Keywords: Marriage, Marriage Unsertified, Islamic boarding school. 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. LATAR BELAKANG 
Di dalam lingkungan masyarakat adanya terjalin rasa silaturahmi 
yang  sangat kuat terlebih bagi masyarakat yang hidup di perdesaan baik itu 
orang tua, anak muda laki- laki maupun perempuan. Adanya rasa 
persaudaraan yang masih melekat pada diri manusia dan karena terlalu 
dekat maka terkadang tidak adanya perbedaan anatar laki-laki maupun 
perempuan ini suami orang atau bukan ini istri orang atau bukan.  Mereka 
akan terlalu asyik dengan persaudaraannya itu. 
Ada beberapa pasangan suami-istri  yang salah satu dari pasangan 
tersebut bekerja di luar kota atau istilahnya merantau. Misalnya suami 
bekerja di luar kota kemudian istri di tinggal di desa atau sebaiknya istri 
yang bekerja di luar kota dan suami yang tinggal dirumah, maka ada 
beberapa dari pasangan tersebut yang benar-benar amanah namun ada juga 
yang beberapa dari mereka yang menghianati pasangannya. Suami-suami 
dan istri-istri yang ditinggal oleh pasangan sahnya mereka menghianatai 
dengan berselingkuh dengan orang-orang yang senasib yang ditinggal oleh 
pasangannya. Awal mula dari perselingkuhan itu karena komunikasi dengan 
orang lain kemudian menimbulkan perselingkuhan dan dari perselingkuhan 
adanya zina diantara keduanya bahkan ada sebagian dari mereka hingga 
2 
 
hamil tanpa adanya pernikahan yang sah dari kedua pasangan yang bukan 
suami-istri tersebut.1 
Ada sebuah cerita seorang suami mempunyai istri sah dan 4 orang 
anak kemudian pada suatu saat suami tersebut menikah lagi namun dengan 
cara pernikahan sirri kemudian ternyata setelah pernikahan berjalan 18 
Tahun sang istri mengetahui bahwa suami mempunyai 2 istri setelah di 
selidiki ternyata suami telah menikahi istri keduanya itu tidak selisih lama 
dengan istri yang pertama bahkan anak pertamanya hanya selisih 2 tahun 
umurnya dan kedua istrinya sama-sama mempunyai 4 orang anak dari bapak 
yang sama.2  
Dalam suatu hari di sebuah desa jonggolan ada orang-orang yang 
sedang menongkrong di salah satu rumah warga kemudian ada 2 orang yang 
telah bersekongkol dengan istrinya yg ada di dalam rumah untuk mengajak 
suaminya bercerita hingga lalai kemudian laki-laki yang datang tersebut dan 
yang satu berbincang-bincang dengan warga sekitar dan suaminya tersebut 
yang satu masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh suaminya kemudian 
bercinta dengan istrinya di dalam rumah tersebut.3  
Suatu malam sedang berbincang dengan warga yang sedang 
menunggu air di sawah kemudian satu sama lain sedang bercerita 
singkatnya perbincangan tersebut mengenai istri mereka yang seperti tidak 
                                                             
1 Ustadz Muhammad Fardani, Ust Di desa Jetis Pojok Tawangsari, Wawancara Pribadi 16 
Januari 2019 , Pukul 13.00-15.00 
2 Ibid  
3 Ibid  
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menghargai hasil kerja kerasnya bahkan mereka sampai kerja lembur di 
sawah menunggu air mencari bekicot belut dan lain-lain kemudian mereka 
juga bercerita kita lembur di sawah tapi istri kita sawahnya juga di lembur 
dirumah. Hal tersebut berarti adanya perselingkuhan yang terjadi di 
kalangan masyarakat bukan berarti karena tidak setia kepada suaminya atau 
bahkan kurangnya nafkah dari suami bukan itu permasalahan dari 
perselingkuhan. Perselingkuhan tersebut bermula dari smartphone media 
sosial kemudian lamban tahun berubah mempunyai hubungan dan 
hubungan menjadi sebuah perzinaan.4 
Jika terjadi perzinaan maka yang akan merasakan pahit untuk 
kedepannya tidak lain dan tidak bukan yaitu anak dari yang di hasilkan 
perzinaan tersebut. Dari hasil perzinaan kemudian muncul nasab anak yang 
tidak diketahui tidak terkendalinya nafkah untuk anaknya, kemudian 
menyebabkan percekcokan antara suami-istri yang akan mengakibatkan 
perceraian dan akan banyak hal lain lagi.5 
Masyarakat dukuh jetis desa pojok ini ada kurang lebih 10 pasang 
orang yang selingkuh di belakang pasangan sahnya mereka menjalin 
hubungan cinta dengan pasangan orang lain yang sama-sama satu dukuh 
dan lebihnya lagi adalah 3 dari 10 pasang tersebut menjalin hubungan nikah 
di bawah tangan hingga menghasilkan anak. Hal tersebut yang seharusnya 
menjadi pandangan khususnya tokoh-tokoh agama di dukuh Jetis ini. 
                                                             
4 Ibid  
5 Ibid  
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Karena untuk urusan masa depan anak yang dihasilkan maka akan menjadi 
permasalahan suatu saat nanti.6 
Adapun di kalangan masyarakat khususnya Sukoharjo ini 
mempunyai beberapa pemahaman keagamaan yang berbeda-beda 
pandangan agama yang berbeda-beda baik dari ormas satu dan ormas yang 
lainnya. Dalam hal beribadah misalnya sering lebih dijadikan perdebatan di 
antara masyarakat karena dari mereka menganggap apa yang dilakukannya 
yang paling benar dan yang dilakukan orang lain selalu salah kemudian di 
kafirkan kemudian disalah-salahkan. Dalam hal perbedaan pendapat tentang 
boleh atau tidaknya ziarah kubur, perayaan maulid nabi, pembacaan yasin 
tahlil untuk arwah yang telah meninggal dan lain sebagainya juga menjadi 
perbedebatan yang sangat asyik dikalangan masyarakat Sukoharjo saat ini.7 
Sukoharjo merupakan bagian Solo raya yang dikenal banyak 
organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia (LDII), MUHAMMADIYAH, Majelis Tafsir Al-
Qur’an (MTA), dan sebagainya.8 
Pada dasarnya pernikahan merupakan sunnatullah yang harus 
dijalankan setiap manusia. Bahkan merupakan suatu kewajiban meskipun 
pada dasarnya menikah itu bisa menjadi 5 hukum yang berbeda-beda. 
Menikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang jika ia dalam keadaan 
                                                             
6 Ibid   
7 Ibid  
  8 Abdul Rochmad,  Kasi Pondok Pesantren,   Wawancara Pribadi,   19 November 2018,  
jam  11.30 - 12.30 WIB. 
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mampu secara finansial dan ia sangat beresiko masuk ke dalam perzinaan. 
Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, maka dari itu jalan keluarnya 
hanya dengan cara menikah. Menikah menjadi sunah hukumnya bagi 
seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan namun 
masih tidak merasa takut jatuh kepada perbuatan zina. Hukum pernikahan 
menjadi haram bagi seseorang jika ia tidak mampu memenuhi nafkah lahir 
dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak. Hukum 
pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak 
mampu memberi nafkah istri. Hukum pernikahan menjadi mubah atau boleh 
bagi seseorang jika ia berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang 
mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang 
mencegahnya untuk menikah.  
Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan 
yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami-istri yang sah 
yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami-istri9 
Menurut pengertian sebagian fukaha, perkawinan ialah aqad yang 
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz 
nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya 
melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara 
seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi 
dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan 
perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan 
                                                             
       9 Na’im,Abdul Haris. Fiqih Munakaḥat. (Kudus:STAIN Kudus.2008). hlm 17 
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mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena 
perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung 
adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan 
ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin 
antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 
hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang 
dengan cara yang diridhai Allah SWT.10 
Fikih adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum yang 
mengatur tentang semua hal dalam kehidupan manusia dengan 
berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Semua hal ini 
diatur berdasarkan syariat agama, yang di dalamnya terdapat berbagai 
macam kebaikan bila kita pandai mengambil hikmah dan faedahnya.11 
Pernikahan merupakan sebuah kejadian yang menyebabkan adanya 
hubungan yang suci antara suami-istri, dan di dalam Islam, pernikahan 
merupakan perjanjian yang agung antara seorang hamba dengan Allah 
untuk mengambil alih tanggung jawab yang besar yang disebut sebagai 
keluarga. Untuk itu, diperlukan hukum yang mengatur tentang segala 
kehidupan dari hamba tersebut memulai mengemban tanggung jawab itu, 
yang disebut sebagai fikih munakaḥat, untuk mencapai pernikahan yang 
barokah, sakinah, dan penuh rahmat.12 
                                                             
       10 Darajdat,Zakiah. Ilmu Fiqih. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.1995).  Hal  37 
       11 M.Dahlan R, , Fikih Munakaḥat. (Tangerang Selatan: Orbit Publishing.2015) hlm 7  
       12 Ibid 
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Pernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang bukan mahram. Anwar Harjono mengatakan 
bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam 
pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para 
fuqaha dan madzab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah 
suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sah nya 
hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan 
hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.13 
Pernikahan yang sah dan diakui oleh negara adalah pernikahan yang 
dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, baik dalam pernikahan kedua atau 
ketiga juga harus ada pencacatan perkawinan. Namun tidak sedikit kita 
jumpai Perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di zaman ini. 
Padahal jika pernikahan tidak dicatatkan maka akan berdampak untuk 
kedepannya baik untuk anak keturunan maupun kepada istrinya baik dalam 
sisi financial maupun materi karena akta anak juga berpengaruh jika 
pernikahan tidak dicatatkan nama bapak tidak bisa diikutsertakan. “Nikah 
yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi 
oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau 
pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut 
                                                             
       13 Ahmad Saebani,Beni. Fiqh Munakaḥat 1. (Bandung: Pustaka Setia.2013) hlm 9  
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agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada 
Pegawai Pencatat Nikah.”14  
Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak 
diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 
Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal 
ini menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan 
tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak 
menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat 
hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya 
nikah dibawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut 
hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-
undang Perkawinan.15  
Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut 
keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau 
didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai 
dengan agama yang dianut.16 
                                                             
14 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1946  Tentang  Pencatatan  Nikah, Nikah, Talak 
dan  Rujuk Pasal 1 Ayat 1 
15 Masjfuk Zuhdi “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam Mimbar Hukum, VII. (1996) hlm 28. 
16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI 
Press, 1986), cet. Ke-5, hal. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama 
muslim maupun dengan non muslim. 
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Selama perkawinan ini belum terdaftar, maka perkawinan itu masih 
belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara, sekalipun mereka 
sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. 
Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan 
pencatatan nikah hanyalah sekadar memenuhi administrasi perkawinan saja, 
yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU Perkawinan 
No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU No. 2 Tahun 1946 Jo. UU No. 
32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 
Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa nikah yang dilakukan 
menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang 
diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.17 
Sementara itu, KHI Pasal 4 juga menyebutkan bahwa "Perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 
ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". 18 
Adanya banyak ormas di Sukoharjo tentunya juga tidak kalah sedikit 
berkembangnya pondok-pondok pesantren di Sukoharjo baik yang dilatar 
belakangi pondok salaf, pondok salafiah, pondok modern, pondok tahfidz 
dan lain-lain.19 
                                                             
17 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1). 
18  Kompilasi Hukum Islam  
        19 Abdul Rochmad, Kasi Pondok Pesantren, Wawancara Pribadi, 19 November 2018, jam  
11.30-12.30 WIB. 
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Pembagian Pondok Pesantren di Sukoharjo berdasakan afiliasinya.   
1. Pondok Pesantren yang afiliasinya ke Muhammadiyah  
a. Pondok Pesantren Imam Suhodo  
b. Pondok Pesantren Ahmad Dahlan  
c. Pondok Pesantren Madinatul Qur’an  
d. Pondok Pesantren Hajjah Nuriyah Shabran 
2. Pondok Peesantren yang afiliasinya ke NU  
a. Pondok Pesantren Daarul Hidayah  
b. Pondok Pesantren Manik Mulya  
c. Pondok Pesantren Al Fatah  
d. Pondok Pesantren Darussalam  
e. Pondok Pesantren Al Hikmah  
f. Pondok Pesantren Daarul Hasan Polokarto  
g. Pondok Pesantren Al Muayyad cabang Windan  
3. Pondok Pesantren yang Afilisianya ke LDII  
a. Pondok Pesantren Mini Barokah  
b. Pondok Pesantren Ahlul Qur’an, Weru  
c. Pondok Pesantren Roudlotul Jannah  
d. Pondok Pesantren Daarus Salaf  
e. Pondok Pesantren Darul Fithrah  
4.  Pondok Pesantren modern (boarding school) 
a. Pondok Pesantren Modern Islam Assalam   
b. Pondok pesantren Imam Suhodo 
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c. Pondok Pesantren Al Amin  
d. Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki  
5. Pondok Pesantren yang berdiri dengan yayasan   
a. Pondok Pesantren Al Ukhuwah  
b. Pondok Pesantren Ulul Albab20  
Berdasarkan Afiliasi atau pengkategorian yang ditentukan oleh 
Kantor Kementerian Agama Sukoharjo maka peneliti akan meneliti 
bagaimana pandangan pondok pesantren tentang Poligami dibawah tangan. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Sehubungan dengan latar belakang yang telah di paparkan diatas 
maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pandangan Keagamaan Pimpinan Pondok Pesantren di 
Wilayah Kabupaten Sukoharjo tentang Pernikahan Dibawah Tangan ? 
2. Bagaimana Akibat Perkawinan di Bawah Tangan terhadap harta waris anak 
dan Istri ?  
 
 
 
 
                                                             
       20 Abdul Rochmad, Kasi Pondok Pesantren, Wawancara Pribadi, 19 November 2018, jam  
11.30-12.30 WIB. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
.  Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang di 
rumuskan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk dapat mengetahui pandangan Keagamaan Pimpinan Pondok 
Pesantren di Wilayah Kabupaten Sukoharjo tentang Pernikahan 
Dibawah Tangan. 
2. Untuk dapat mengetahui Akibat Perkawinan di Bawah Tangan terhadap 
harta waris anak dan Istri. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pemikiran bagi 
masyarkat dalam menyikapi masalah yang terjadi jika ada suatu perbedaan 
atau terjadi perselisihan di antara masyarakat yang berkaitan dengan 
perkawinan di bawah tangan. 
Dalam hal ini baik dalam segi hukum islam maupun dari segi sosial 
kemasyarakatan dapat menjadi acuan yang penting untuk kedepannya dan 
menjadi pembelajaran dalam ilmu fiqih munakaḥat yang dilakukan di 
masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.  
1. Secara Teoritis  
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan dan 
sebgai pengembangan keilmuan dalam fiqih munakaḥat.  
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2. Secara Praktis  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi peneliti maupun masyarakat, terutama bagi masyarakat kabupaten 
Sukoharjo yang berguna dalam membangun interaksi sosial yang positif 
di lingkungan, baik antara individu maupun antar lembaga kelompok.  
 
E. KERANGKA TEORI 
Fiqih adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam 
bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur’an, yang 
secara etimologi berarti “paham”. Dalam mengartikan fiqih secara 
terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun 
saling melengkapi. Ibnu Subki dalam kitab Jam’al-Jawami’ mengartikan 
fiqih itu dengan: 
ةيلصفتلا اهتل دأ نم بستكلما ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحلااب ملعلا 
“Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili”. 
 
Dalam definisi ini “fiqih diibaratkan” dengan “ilmu” karena 
memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri 
sendiri dengan prinsip dan metodologinya.21 
Dalam literatur berbahasa Indonesia fiqih itu biasa disebut Hukum 
Islam yang secara definitif diartikan dengan : “seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang 
                                                             
       21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.2 
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tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk 
semua yang beragama Islam”. 
Dengan pengertian ini fiqih itu mengikat untuk semua ummat Islam 
dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. 
Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya 
merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh 
Allah.22 
Kata “munakaḥat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang 
berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau 
perkawinan23.  Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa 
Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan 
mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah 
pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.24 
Bila kata “fiqh” dihubungkan dengan kata “munakaḥat”, maka 
artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu’iyah 
berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan 
perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.25 
Pengertian Perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abisin 
dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut: 
                                                             
       22 Ibid., hlm. 5 
       23 Ibid. 
       24 Husni M. Saleh, Fiqh Munakaḥat, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008). hlm. 1. 
       25  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.5 
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1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 
sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan 
sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 
dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 
dan kepuasan. 
2. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad 
dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “zauj”. Yang menyimpan 
arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki 
atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.  
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 
akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan 
dengan tidak mewajibkan adanya harga. 
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 
dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk mendapat 
kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 
seorang perempuan dan sebaliknya.26 
Pernikahan pertama biasanya pernikahan yang sah baik secara 
hukum dan agama melalui KUA dan proses pencatatan berjalan sebagai 
mana mestinya, namun biasanya di ela-sela pernikahan laki-laki akan 
tergoda dengan perempuan lain pada pernikahan usia 5 tahun, terlebih pada 
puber kedua ada sebagian laki-laki yang tergoda dengan wanita lain, hanya 
                                                             
       26 Ahmad Saebani, beni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung. Pustaka setia.2013) hlm 17  
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demi menuruti nafsu yang bergejolak terkadang seseorang menghalakan 
segala cara dengan nikah bawah tangan atau nikah sirri, tanpa dicatat oleh 
pegawai pencatat nikah. 
Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU 
No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan 
yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat 
perkawinan yang bersifat formil. 
Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari 
Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang 
tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila 
kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada 
penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk 
oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 
lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 
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6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 
Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu 
tunggu itu adalah sebagai berikut: 
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 
130 hari, dihitung sejak kematian suami. 
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang 
masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 
90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara 
janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak 
ada waktu tunggu. 
Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan 
dilarang antara dua orang yang: 
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke 
atas/incest. 
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya/kewangsaan. 
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3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 
tiri/periparan. 
4. Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/paman susuan. 
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang 
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku dilarang kawin. 
Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 
UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan 
Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat 
Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan 
dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan 
dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon 
mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: 
nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5). 
Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu 
diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis 
dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7). 
19 
 
Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan 
membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan yang memuat antara lain: 
1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. 
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 
8-9). 
Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan 
pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk 
Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada 
suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-
13). 
Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang 
wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai 
makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang 
mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan 
pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan 
bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah.Oleh karenanya, dilihat dari 
aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya 
didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan 
juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. 
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Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari 
hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat 
Indonesia. 
Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai 
suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan 
keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan 
pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh 
rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata 
“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan.  
Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu 
perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana 
ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam 
Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.27 
                                                             
27 Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 
Pasal 2 
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Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah”.28 
Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga 
karakter khusus, yaitu : 
a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah 
pihak; 
b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat 
persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan 
perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-
hukumnya; 
c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak 
dan kewajiban masing-masing pihak.29  
Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan 
mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian 
yang bersifat keperdataan30, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa 
agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya 
merupakan bagian dari ibadah.  
                                                             
28 Ibid, pasal 3 
29 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal. 10. 
30 Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
Pranadamedia Group, 2006), hal. 40  
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Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah 
Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam 
penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah 
ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.31 
Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah 
melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah adminstratif.  
Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar 
terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di 
sini menyangkut ghayat al-tasyri' (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan 
kemaslahatan bagi masyarakat.  
Kedua, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan 
hukum. Maknanya menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum atau 
dimaknai tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak 
sah menurut hukum nasional. 
Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada 
dua pandangan yang berkembang.  
Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan 
perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya 
merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah 
perkawinan.  
                                                             
31 Ibid 
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Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan 
tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.32 
Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya 
didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 
2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pasal 2 ayat 2 yang 
membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan 
dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.Sedangkan pandangan yang kedua 
menilai, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif 
tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut 
akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik 
tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.33 
Ahmad Rofiq berkomentar, menempatkan pencatatan perkawinan 
hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya 
sosialisasi UU Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan 
metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya 
dengan maslahat al-mursalah(public interest).34 
Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang 
jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian 
status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari.35 
                                                             
32 Hartono Mardjono. 1997. Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan. 
Bandung : Mizan.Hlm 97 
33 Ibid  
34 Ahmad Rofiq. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. (Jogyakarta : Gema 
Media.2001). Hlm.109 
35  Ibid  
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Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan 
sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad 
bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan 
atas mendatangkan kebaikan". Untuk menjamin ketertiban dan kepastian 
hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang 
mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan 
kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya 
kemaslahatan rakyatnya.36 
 
F. TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal, artikel, buku-
buku fikih munakaḥat, terjemahan dari kitab-kitab fikih yang didalamnya 
mengandung bab Nikah dan skripsi.  
Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Buhori Muslim yang berjudul 
perkawinan di bawah tangan di desa wibawa mulya kecamatan Cibarusah 
kabupaten Bekasi. Di dalam skripsi ini membahas beberapa faktor penyebab 
masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah tangan yaitu karena 
kurangnya pendidikan dan tidak tahu bahwa harus adanya pencatatan dalam 
pernikahan.  
                                                             
36 Abdul Halim. Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga 
Indonesia. Dalam Ainurrofiq (et al) Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer. (Jogyakarta : 
Ar Ruzz 2002). Hlm 240 
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Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah yang berjudul Pelaksanaan 
Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone). 
Di dalam skripsi ini membahas beberapa faktor pendorong Perkawinan di 
Bawah Tangan dan beberapa akibat yang terjadi akibat perkawinan bawah 
tangan. 
 
G. METODE PELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan. Penelitian ini berdasarkan afiliasi atau 
pengkategorian yang ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian dapat diartikan penelitian 
lapangan ini adalah penelitian dengan cara terjun langsung ke dalam 
masyarakat yang akan di wawancarai mengenai pandangan 
keagamaan pimpinan pondok pesantren tentang pernikahan dibawah 
tangan di wilayah kabupaten Sukoharjo.  
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Definisi data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat 
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 
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subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer 
ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama.37 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama, Pimpinan Pondok Pesantren di Wilayah Sukoharjo.  
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 
lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 
penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data 
Tangan Kedua. Data sekunder biasanya berwujud data 
dokumentasi, atau data lampiran yang telah tersedia.38 
Data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh 
dari buku-buku , surat kabar, bahan-bahan informasi lainnya 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, 
diantaranya adalah buku Fikih Munakaḥat, terjemahan kitab, 
skripsi, jurnal dan internet. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan 
ini, peneliti memilih beberapa pondok pesantren di Sukoharjo 
sebagai lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Karena banyaknya 
pondok pesantren yang ada di Sukoharjo dengan Latar belakang 
                                                             
       37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan V, 2004) 
       38 Ibid  
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yang berbeda-beda. Pemilihan Pondok Pesantren di Sukoharjo ini 
berdasarkan di validasi Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 
Afiliasinya Ormas dari masing-masing Pondok Pesantren atau 
pengkategorian yang ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Sukoharjo. Masing-masing dipilih satu Pondok 
Pesantren.  
a. Pondok pesantren yang afiliasinya ke Muhammadiyah 
1. Pondok Pesantren Imam Suhodo 
b. Pondok Pesantren yang afiliasinya ke NU  
1. Pondok Pesantren Daarul Hidayah  
c. Pondok Pesantren yang afiliasinya ke LDII  
1. Pondok Darul Fithrah  
d. Pondok Pesantren Modern  
1. Pondok Pesantren Al Amin  
e. Pondok Pesantren yang berdiri dengan Yayasan  
a) Pondok Pesantren Al- Ukhuwah 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pondok 
Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan.39 
b. Sampel 
1. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik dalam pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu.40 Adapun 
langkah-langkah untuk mengambil subyek yang 
menjadi sampel ini dilakukan dengan cara : 
a) Menentukan Pondok Pesantren yang akan dijadikan 
tempat penelitian dengan pertimbangan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 
berdasarkan afiliasi.   
b) Menentukan Subyek yang akan dijadikan responden 
dalam penelitian ini adalah Pengasuh atau yang 
berwenang di Pondok Pesantren di Wilayah 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
 
                                                             
       39 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: AFABETA,cv, 
2011), hlm 80. 
       40 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: AFABETA,cv, 
2012), hlm 68.. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 
tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain 
untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan 
oleh psikonalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat 
berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dam untuk 
melakukan penelitian dan lain-lain.41 
b. Observasi 
Selain wawancara, observasi juga merupakan salah 
satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam 
metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 
merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, 
bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk 
memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab 
masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 
kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 
perasaan emosi seseorang. Observasi yaitu dimana peneliti 
mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat 
terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik 
pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya 
                                                             
       41 Burhan Ashshofa, S.H., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka cipta, 2013), hlm 95  
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maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus 
diadakan.42 
c. Dokumentasi 
Selain melalui wawancara dan observasi, dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories) 
ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang 
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan 
lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 
seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian 
kualitatif.43 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.44 
                                                             
       42 Ibid, hlm 26 
       43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatuf, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) 
hlm,240  
       44 Ibid, hlm 244 
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H. Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun skripsi penulis menggunakan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Di dalam bab I ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, kerangka teori, telaah pustaka dan sistematika penulisan. Karena 
sebelum memasuki inti dari pembahasan maka menentukan secara 
mendasar apa yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. 
Di dalam bab II skripsi ini Membahas mengenai tinjauan umum 
tentang Teori Pernikahan di bawah tangan. Karena pada bab ini dibahas 
mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan yaitu 
pernikahan di bawah tangan. 
Di dalam bab III skripsi ini Membahas tentang hasil dari Pandangan 
Keagamaan Pimpinan Pondok Pesantren di Wilayah Sukoharjo tentang 
Pernikahan  di Bawah Tangan. Karena pada bab ini membahas hasil dari 
observasi baik itu secara wawancara maupun teks. 
Di dalam bab IV Skripsi  ini membahas analisa dan mengklasifikasi 
dari Pandangan Keagamaan Pimpinan Pondok Pesantren di Wilayah 
Sukoharjo tentang Pernikahan di Bawah Tangan. Karena pada bab ini 
setelah adanya penelitian baik secara observasi lapangan maupun teks dapat 
menyimpulkan dan mengklasifikasikan beberapa pendapat yang telah 
diperoleh. 
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Di bab V skripsi ini berisi Sebagai penutup yang mengetengahkan 
kesimpulan akhir dari skripsi dan saran-saran yang ada kaitannya dengan 
pokok permasalahan. Karena bab terakhir yaitu berisi tentang hasil dari 
kesimpulan keseluruhan hasil penelitian.  
 
 
33 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN  
DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI INDONESIA 
 
A. Pengertian Pernikahan 
Pengertian Nikah Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikāḥ 
un yang merupakan masdar1 dari kata kerja nakaḥa. Sinonimnya tazawwaja 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 
Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa 
Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan 
dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata, “perkawinan”2. 
Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.3 
Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam 
suatu bab yang disebut dengan munakaḥat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh 
yang khusus membahas perkawinan untuk membedakan dari bab-bab lain 
dengan maslaah yang berbeda. Kata munakaḥat mengandung interaksi dua 
                                                             
1 Masdar adalah kata dasar dari suatu Fiil yang tidak ada kaitan dengan pelaku dan waktu 
tertentu. Oleh karena itulah mashdar sering disebut musytaq minhu (sumber pengambilan). Mashdar 
tidak memiliki pola tertentu seperti halnya isim fa'il atau isim maf'ul, tetapi mashdar bisa diketahui 
dengan melihat kamus bahasa Arab.(baca: tifanyputrisahara.blogspot.com/2016/12/pengertian-dan-
fungsi-masdar.html. diakses 25 Mei 2019. 
 
2 Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 
dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, 
dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku 
bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang 
berkaitan dengan aturan atau hukum agamatertentu. 
3 Beni Ahmad Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm 9  
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pelaku atau pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah 
terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis 
pelaku yang berlainan kelamin.4 
Secara bahasa, kata nikah berarti aḍ-ḍammu wattadākhul (bertindih 
dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan aḍ-ḍammu 
waljam‘u (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan 
arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin 
diistiahkan dengan tanakaḥatil asyjar (rumput pohon itu sedang kawin), 
karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya 
rumpun yang satu ke ruang yang lain.5 
Penggunaan kata “nikah” atau kawin  mengandung dua maksud. 
Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (syiaq al kalām). 
Ucapan nakaḥa fulanun fulanan (si fulan telah mengawini fulanah), 
maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya 
adalah nakaḥa fulanun zaujatahu (si fulan telah mengawini si 
fulanah)maksudnya adalah melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain 
dari dalam masyarakat kita adalah pemisah arti kata “nikah” atau kawin, 
sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. 
Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, 
sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas 
                                                             
4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,Untuk IAIN,STAIN,PTAIS. (Bandung: Pustaka 
Setia.2000.) hlm 11 
 
5 Beni Ahmad Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm 10 
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pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata “nikah” adalah 
tertuju pada akad. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat 
syariat. Di dalam Al-Qur’an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali 
arti akad perkawinan.6 
Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad 
(perjanjian) yang mengandung kebolehan melakikan hubungan seksual 
dengan memakai kata-kata (lafaẓ) nikah atau tazwij.7 
Nikah atau jima’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari 
kata “al-waṭ”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang 
mengandung pembolehan untuk berhubungan seks denga lafazh “an-nikaḥ” 
atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi 
perempuan, makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakaḥat” 
diartikan saling menggauli.  
Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi 
berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan 
pernikahan. Untuk memperhalus terminoligi yang berlaku untuk binatang, 
digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, 
karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum 
Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan 
kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaki 
                                                             
6 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,Untuk IAIN,STAIN,PTAIS. (Bandung: Pustaka 
Setia.2000). hlm 11 
7 Ibid  
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untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” 
adalah bahas Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari 
bahasa Indonesia.8 
Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 
embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 
pintu perkenalan anatara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan 
menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain9.  
Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 
menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.9 Dalam Kompilasi Hukum Islam 
mendefenisikan yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan Ghalizhan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.10 
Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan 
keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara 
istri dan suamiya, kasih-mengasihi, akan berpindaj kepada semua keluarga 
                                                             
8 Beni Ahmad Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm 11 
9 Ibid 
10 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992) 
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kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan 
sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. 
Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa 
nafsunya.11 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 
perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 
membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa 
perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung 
pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, 
berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi ia jauh sekali dari segala yang 
diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun 
pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai 
kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak 
untuk melakukan pernikahan.12  
Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 
dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 
pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 
telah dietapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, 
                                                             
11 Beni Ahmajhbd Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm 
12 
12 Ibid.,hlm 14  
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sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu  sebagai teman 
hidup dalam rumah tangga.13 
Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus di 
ucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, 
yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak 
atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. 
Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih 
berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka 
yang sah.  
Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah 
menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suaty 
kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemashlahatan, baik bagi 
pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. 
Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang 
bersangkuta, tetapi memounyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak 
pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (mitsaqon ghalidzan), 
perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang 
kompleks, bukan sekedar prnyaluran kebutuhan biologis semata. Pengertian 
yang dikemukakan mutaakhirin selaras dengan pengertian yang di inginkan 
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
termuat dalam pasal 1, yang selengkapnmya berisi sebagai berikut, 
                                                             
13 Slamet Abidin dan Aminuddin Fiqh Munakaḥat Jilid I dan II. (Bandung: Pustaka Setia. 
1999). Hlm 12  
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“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”14 
Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa 
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat 
kuat atau mitsaqon ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.15 
Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup 
membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang 
bukanlah ajaran islam, Nabi Muhammad berumah tangga. Beliau melarang 
hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia 
bukanlah di jalan yang benar”16 
Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi 
untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti 
berusaha mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh 
kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi 
yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri 
sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya 
nilai manusia itu sendiri. 
                                                             
14 Beni Ahmad Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm.15 
15 Ibid  
16 Abdul Wahid. Rahasia Perkawinan Islami. (Bandung: Hasanah Press. 1961). Hlm.17 
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Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah 
hidupnya, karena  keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan 
oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada 
hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-
bentuk perzinaan. Dengan demikian manusia tidak berbeda dengan binatang 
yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. 17 
 
B. Syarat Perkawinan 
Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 
Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 
merupakan sesuatu yang harus diadakan.18  
1. Rukun nikah dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada 
beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan 
dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan 
yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan 
akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :  
a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan. Yaitu 
orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i untuk 
                                                             
17 Beni Ahmad Saebeni. Fikih Munakaḥat 1. (Bandung: CV Pustaka  Setia. 2013) hlm.16 
18 Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 13 
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menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan 
suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi 
termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya 
hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita 
sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya 
misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang 
akan dinikahinya seorang muslimah.19 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah 
akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang 
akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW 
20  ٌلِطَاب اَهُح اَكِنَف اَهِـِّيلَو ِنْذِا ْيرَغِب ْتَحَكِن ٍَةَأرْما اُّيما 
“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, 
maka pernikahannya batal.” 
 
c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah 
apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, 
berdasarkan sabda Nabi SAW : 
  21 ٍلْدَع ىَدِهاَشَو ِّ ِليَوِب ِّلاِا َحاَكِن َلا  
 “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang 
adil.”  
 
d. Shighat (ijab qabul) akad nikah. yaitu Ijab Qabul yang diucapkan 
oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh 
                                                             
19 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 13 
20 )ئاسنلل لاا ةعبرلاا هجرخا( 
21 )دحما هاور( 
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calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti 
ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar 
dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik 
berupa kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan 
adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak 
suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan 
yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau 
isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.22  
2. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. 
Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 
menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.  
a. Syarat- syarat calon suami 
1) Beragama Islam  
2) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah 
dengan calon istri  
3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki  
4) Tidak sedang mempunyai istri empat  
5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 
istri  
6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 
pernikahan  
                                                             
22 Ibid  
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7) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon 
istrinya halal baginya 
8) Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda  
  ُبُطْيخ َلاَو ُحَكُْنـي َلاَو ُِمرْحُمْـلا ُحِكُْنـي َلا    
“Seseorang yang sedang berihram tidak boleh 
menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh 
mengkhitbah.” 
 
b. Syarat-syarat calon istri 
1) Beragama Islam  
2) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah  
3) Bukan mahram calon suami  
4) Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khuntsa dan 
betul-betul perempuan  
5) Belum pernah di li’an (sumpah li’an) oleh calon suami  
6) Tidak sedang dalam ihram  
7) Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 
pernikahan  
8) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, 
sebagaimana sabda Nabi SAW : 
 ْأَتُْست َّتىَح ُرْكِبْلا ُحَكُْنـت َلاَو َرَمْأَتْسُت َّتىَح ِّيمَلأْا ُحَكُْنـت َلا َنَذ 
“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia 
diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak 
boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai 
izinnya”.23 
                                                             
23 Ibid hlm. 14 
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C. Pencatatan Perkawinan 
Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 
21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (mitsaqon 
gholidhon) antara suami isteri. Kemudian bagaimana 
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud 
mitsaqon gholidhon tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang 
zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau alSunnah 
tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini 
berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) yang dalam situasi tertentu 
diperintahkan untuk mencatatnya.67 Seperti halnya firman Allah SWT 
dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:  
24  ۚ  ُهوُُبتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ َٰلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَـياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُـَّيأ َاي 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.” 25 
 
Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkut paut 
dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan 
sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi 
sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada 
kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah 
sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan 
                                                             
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an  (Jakarta:Bumi Restu.1976)  
25 Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Semarang : Toha Putra. 1989)   
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diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan 
mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak 
merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah 
pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah 
kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk 
popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh 
memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i 
dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk 
menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya 
pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari 
kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.26 
Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya 
pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan  bertujuan agar terwujud 
adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas 
perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan 
merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini 
bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu 
perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat 
nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh 
yang berbunyi : 
بجاو وهف هب لاا بجاولا متيلاام 
                                                             
26 H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta :Pustaka Amani, 
2002), hlm. 80 
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“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai 
tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.” 
 
Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna 
tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun 
hukumnya wajib.27 
Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan 
secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan 
dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :  
1. Ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan 
memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai 
Pencatat Nikah yang berwenang.  
Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi 
tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada 
perkawinan atau wujuduhu ka’adamihi, sedang perkawinan yang telah 
memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi 
ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.28 
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai 
pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada 
masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat 
                                                             
27 A. MuktiArto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam 
Mimbar Hukum, (Jakarta :Inter masa, 1993) hlm. 47. 
28 Ibid. hlm. 48  
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nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan 
sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah 
ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil 
(formalitas causa), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan 
untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta 
nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 2 ayat (1) UU No. 
1/1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Disini 
Akta Nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. 
Fungsi materiil (probationis causa), artinya Akta Nikah mempunyai fungsi 
sebagai alat bukti karena memang 37 sejak semula akta nikah dibuat sebagai 
alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.29 
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 
9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab 
II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari 
mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 
perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, 
dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui 
                                                             
29 Al Hamdani,  Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002). 
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pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-
masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau 
percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, 
maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 
memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami 
isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka 
lakukan.30  
Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskannya dalam pasal 5 :  
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, 
setiap perkawinan harus dicatat.  
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 
1954.  
Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :  
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 
harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan 
pencatat nikah  
                                                             
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, 
hlm. 107 
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2. Perkawinan yang dilakukan diluarpengawasan pegawai pencatat 
nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.31 
Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 
pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah 
syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan 
tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihakpihak 
yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena 
tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan 
kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena 
tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang 
dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan 
tujuan perkawinan itu sendiri.32 
Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-
kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau 
wakilnya diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN 
(pasal3 dan 4 PP). Selanjutnya PPN meneliti apakah tidak terdapat halangan 
menurut undang-undang dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 
dan 6 PP) ini. Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan 
perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka 
                                                             
31 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam, Jakarta, 1985) 
32 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. ke-3, 
1998. 
50 
 
keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang 
tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan itu telah 
dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak 
terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat 
pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan 
perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di 
KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga 
dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).33 
Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan 
setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Ketentuan 
ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna 
mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia 
berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena 
terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-
undang). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan 
dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya 
memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai (pasal 17 Undang-
undang, huruf 12). Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan 
                                                             
33 Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Cet. Ke-2. 
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perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai 
pencatatperkawinan, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali 
nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. 
Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh PPN yang bersangkutan. 
Dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi (pasal 11 PP). 
Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II 
pasal (2) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan : 
1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai 
pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no 32 tahun 1954 
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.  
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.  
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai 
peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini. Lembaga pencatatan 
perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya 
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bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai 
cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan 
kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan 
perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. 
Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk 
menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan 
rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama 
dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. 
Dan dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi 
melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.34 
 
D. Perkawinan Yang Dicatatkan Dan Perkawinan Yang Tidak 
Dicatatkan 
Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak 
konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi 
(to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, 
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". 
                                                             
34 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 
1998) hlm 98. 
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Dengan demikian perlu disadaribahwa di dalam hak-hak konstitusional 
tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional 
orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang 
diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebasbebasnya oleh 
setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang 
justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan 
adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.35  
Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”.  
Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun 
pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau 
kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional 
seseorang tidak menggangguhak konstitusional orang lain. Selain itu 
pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan 
                                                             
35 Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim 
(anggota IKAPI), 2002). hlm.25-26 
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konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh 
Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa ...”.  
Artinya bahwa pembentukan UndangUndang meskipun di 
dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak 
konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan 
bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi 
segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, 
kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.36 
Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan 
pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 
khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, 
akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap 
pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk 
melindungi warga Negara untuk terciptanya masyarakat adal makmur dan 
sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh 
karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan 
terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga 
yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan 
                                                             
36 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional. (Jakarta: Rineka Cipta.1991). hlm 143  
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membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang 
tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk 
masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.37 
Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat 
konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi 
muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk 
melakukan perkawinan, akan tetapi undangundang perkawinan mengatur 
bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak 
konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak 
konstitusional orang lain. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 38 
Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya 
tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup 
bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal 63 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya 
kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka 
                                                             
37 Ibid 
38 Ibid., hlm 144 
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membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 2 Ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “suatu perkawinan 
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu”;  
Dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan 
kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 
belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 
a. tertib administrasi perkawinan  
b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum 
suami, istri maupun anak  
c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak 
tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak 
untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain; Pencatatan 
perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi 
warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga 
negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, 
57 
 
serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, 
dan anakanaknya39  
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri 
sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundangundangan yang 
berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta 
merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti 
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundangundangan. Hal 
ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benarbenar 
dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut 
meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 
9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai 
dengan Pasal 9. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis”.40 
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Centre Publishing, 2002), hal. 46 
40  Ibid hlm 47 
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Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri 
dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami 
dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak 
yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan 
tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, 
yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, 
yaitu dilakukan 64 menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.41  
Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang 
tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang 
melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan 
tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sah.  
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada 
pula ketentuaan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam 
Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan 
selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban 
perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.42 
                                                             
41 Ibid  
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Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) 
KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 
dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) 
menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak 
mempunyai kekuatan hukum.43  
Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam 
rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah 
dilangsungkan. Berkaitan dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat 
perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di 
pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat 
sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.  
Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan 
berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada 
perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan 
dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu 
perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta 
perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan 
dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai 
akibat hukum. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu 
dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak 
                                                             
43 Ibid 49 
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melanggar syariat agama sepanjang dilakukan dengan berpedoman pada 
ketentuan hukum Islam. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak 
saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan 
sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.44 
Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an 
maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam 
syari‟at Islam. Lain halnya dengan ayat mu‟amalat (mudayanah) yang 
dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai 
perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam 
di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan 
dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 
masyarakat.45  
Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah 
sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yangtelah mereka lakukan. 
Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, 
maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan 
atau memperoleh hak masing-masing.46  
                                                             
44 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, 
Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 55. 
45 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 
1998, hlm. 107. 
46 Ibid hlm 107  
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Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di 
Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. 
Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak 
dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak 
dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian 
ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan.47  
Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat 
umumnya juga masih belum memiliki kesamaaan rumusan yang 
menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada 
yang menilai bahwa praktik nikah sirri itu sah dan dapat menimbulkan 
hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan 
dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum 
positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau 
penyimpangan.48 Di kalangan masyarakat ada yang berasumsi bahwa istilah 
“nikah sirri” dan “nikah dibawah tangan” tersebut sama artinya.49  
Maka, terlebih dahulu perlu mengidentifikasikan pengertian kedua 
istilah tersebut untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kerancuan 
istilah yang menyebabkan kesalahpahaman. Dari segi etimologi, kata “sirri” 
berasal dari bahasa Arab, yang artinya harfiyahnya “rahasia”. Jadi, nikah 
sirri artinya nikah rahasia (secret marriege).  
                                                             
47 Dadi Nurhadi, op.cit., hlm. 26 
48 Ibid., hlm. 27-28.  
49 Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut 
Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam Mimbar Hukum, VII, 28, 1996, hlm. 7. 
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Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi 
Nurhaedi, nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana dalam akadnya 
tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara 
resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya 
mereka berdua yang mengetahuinya. Para Fuqoha‟ sepakat bahwa nikah 
sirri seperti itu tidak sah (batal) karena tidak ada kesaksian. Namun apabila 
para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak 
mempublikasikannya, para Fuqoha‟ sepakat bahwa hukumnya makruh dan 
mengenai keabsahannya masih kontroversial. Suatu pernikahan tidak 
disebut sirri dan sah menurut syari‟at apabila dalam akad nikah dihadiri oleh 
para saksi dan dipublikasikan. Dalam hal kesaksian, ada yang berasumsi 
bahwa keberadaan para saksi dalam akad nikah itu berarti telah keluar dari 
sirri dan kesaksian itu berarti terang-terangan. Jadi, akad nikah yang 
disebabkan adanya wasiat atau pesan kepada para saksi untuk 
merahasiakannya tidak memengaruhi sah dan tidaknya suatu akad nikah. 
Ada juga yang berasumsi bahwa akad nikah yang tidak dihadiri para saksi 
maupun dihadiri namun disertai pesan untuk merahasiakannya, maka akad 
nikah tersebut dianggap batal dan makruh.50 
Pendapat Syalthut di atas diangkat dari fenomena sosial Mesir atau 
Timur Tengah. Dalam konteks Indonesia, konsep nikah sirri telah 
mengalami pergeseran arti dan berbeda dengan yang dimaksud oleh fiqh. 
Nikah sirri yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi 
                                                             
50 Dadi Nurhaedi, op.cit., hlm. 14-16. 
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syarat dan rukun nikah serta diketahui banyak orang, tetapi tidak 
dicatatkan.51 
 
E. Arti Penting Dan Akibat Hukumnya Dicatatkannya Sebuah 
Perkawinan Nikah Di Bawah Tangan 
Yang dimaksud dalam perkawinan di bawah tangan  ini adalah 
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan 
dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi 
berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.  
Perkawinan di bawah tangan ini dipandang tidak memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan 
dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya 
terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain 
sebagainya.52 
Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa 
akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan 
yang sah: 
 
 
                                                             
51 Abdul Jalil (eds), Fiqh Rakyat, op.cit., hlm. 288 
52 Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra 
Muslim (anggota IKAPI), 2002), h.58-59 1). 
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1. Ketentuan Hukum  
Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara 
resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif 
untuk menolak dampak negatif /saddan lidz-dzari ‘ah. Pernikahan 
Dibawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat 
dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.53 
Perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori zina, 
berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan, 
setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka 
perkawinan itu tidak sah. Hal ini sangat bertentangan dengan 
maksud-maksud syari’ah. 
b. Karena tidak adanya pemberitahuan dan walimah maka 
perkawinan ini tidak ubahnya dengan zina tersembunyi.  
c. Tanpa ada ketentuan untuk menyediakan tempat dan mahar.54 
2. Pentingnya Pencatatan Perkawinan  
a. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang 
melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan 
dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang 
                                                             
53 Ibid  
54 Ibid., hlm 60  
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beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu 
dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).  
b.  Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.  
1) Perkawinan Dianggap tidak Sah  
2) Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan 
kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda 
dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan 
Agama atau Kantor Catatan Sipil.  
3) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan 
Keluarga Ibu Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak 
tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang 
dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut 
nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, 
Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 
Macicha Muktar sehingga anak hasil perkawinan sirri 
memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.55 
3. Sahnya Perkawinan  
Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 
UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah 
                                                             
55 Khoiruddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta-Leiden: 
INIS.2002).  
66 
 
memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan 
(bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan 
pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka 
perkawinan tersebut adalah sah,terutama di mata agama dan 
kepercayaan masyarakat. Karena sudah dianggap sah, akibatnya 
banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya 
yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak 
dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari 
atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi 
pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal 
dengan istilah Perkawinan Sirri.56 
4.   Pengesahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan 
tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat 
nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya 
dimungkinkan bila berkenaan dengan: 
a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;  
b. Hilangnya akta nikah;  
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan;  
                                                             
56 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di 
Indonesia.(Yogyakarta: Bina Cipta.1976) hlm 79 
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d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan;  
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.57 
Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan 
itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka 
perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta 
nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status 
anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum 
pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, 
karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan 
sebelumnya. Akan tetapi, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan 
itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat 
lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU 
No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah 
berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan 
perceraian. 58 
 
 
                                                             
57  Kompilasi Hukum Islam  
58 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan 
Kekeluargaan Perdata Barat,(Jakarta: Gitama Jaya.2005). Hlm 132 
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F. Akibat Hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan 
Sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. 
Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak 
atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain 
itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena 
secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara 
sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap 
menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap 
sebagai anak tidak sah.59 
 
 
                                                             
59 Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. (Jakarta: Rineka Cipta.1991.) 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN PENDAPAT PIMPINAN ATAU PENGASUH 
PONDOK PESANTREN DI WILAYAH SUKOHARJO 
 
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Di Wilayah Sukoharjo 
1. Pondok Pesantren Daarul Fithrah 
a. Profil Pesantren 
Nama  : Pondok Pesantren Daarul Fithrah 
Alamat  : Nuricik Rt 3/V Desa Grajegan Tawangsari Sukoharjo 
Telp/ Hp  : 085 290 98 1234 
Tahun Berdiri  : 1999, manajemen baru dimulai pada 1 Februari 2012. 
Waktu Tarbiyah  : 24 jam  
Keunggulan  : Ilmu Teknologi, Bahasa, & Tahfidzul Qur’an 
Slogan  : Dari dan untuk semua umat Islam, terbuka, bermanfaat bagi   
sesama. 
Status Pesantren  : Dibawah naungan Yayasan Al Fithrah Sukoharjo 
Luas Tanah  : Nuricik +13.000 m2 
Status Tanah  : Wakaf dan tidak bermasalah 
Website  : Nuricik +13.000 m2 
Email  : daarulfithrah@gmail.com 
Rekening  : Bank BRI 359 30 10 21443538 an. Ponpes Islam Darul Fithrah1 
                                                             
1 Chaerul Anwar, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Fithrah, wawancara pribadi, 28 
 Maret 2019 jam 14-00-15.00 
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Pesantren Darul Fithrah fokus pada pembelajaran ilmu 
teknologi dan tahfidzul qur’an. Targetnya hafal qur’an sekaligus 
mempunyai skill seputar dunia teknologi informasi. Pesantren yang 
terletak di Nuricik Rt 3/V Desa Grajegan Tawangsari Sukoharjo 
memulai manajemen baru pada 1 Februari 2012. Tarbiyah selama 
24 jam diharapkan mencetak kader generasi yang taat dan hafal 
qur’an. Pesantren ini dibawah naungan Yayasan Al Fithrah 
Sukoharjo. Berslogan dari & untuk semua umat islam,terbuka, & 
bermanfaat bagi sesama. Status tanah dan bangunan merupakan 
wakaf yang tidak bermasalah serta bukan milik perorangan. Tahun 
ajaran 2016-2017, santri penghafal qur’an berjumlah 193 santri 
dengan 28 ustadz yang mertarbiyah mereka. Semoga lahir kader 
ummat yang berkualitas.2 
 
b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Daarul Fithrah 
Visi 
Terwujudnya insan yang berwawasan luas, bertakwa, hafal al qur’an 
dan berakhlak karimah yang berkomitmen tinggi terhadap 
kemaslahatan ummat juga siap menghadapi tantangan global. 
Misi 
1) Menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan 
pendidikan.suasana campus Darul Fithrah Menjelang Senja 
                                                             
2 Ibid  
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2) Meningkatkan pembinaan aqidah yang lurus, ibadah benar dan 
akhlak yang mulia untuk semua komponen madrasah. 
3) Menciptakan lingkungan pendidikan yang disiplin. 
4) Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan 
profesionalisme dalam segala kegiatan 
5) Menyelenggarakan pendidikan Bahasa Arab, inggris dan hafalan 
Al-Qur’an secara optimal 
6) Menyelenggarakan pendidikan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi secara islami 
7) Menjadi lembaga pendidikan milik umat Islam3 
c. Profil Pesantren 
Pesantren Darul Fithrah fokus pada pembelajaran ilmu 
teknologi dan tahfidzul qur’an. Targetnya hafal qur’an sekaligus 
mempunyai skill seputar dunia teknologi informasi. Pesantren yang 
terletak di Nuricik Rt 3/V Desa Grajegan Tawangsari Sukoharjo 
memulai manajemen baru pada 1 Februari 2012. Tarbiyah selama 
24 jam diharapkan mencetak kader generasi yang taat dan hafal 
qur’an. Pesantren ini dibawah naungan Yayasan Al Fithrah 
Sukoharjo. Berslogan dari & untuk semua umat islam,terbuka, & 
bermanfaat bagi sesama. Status tanah dan bangunan merupakan 
wakaf yang tidak bermasalah serta bukan milik perorangan. Tahun 
ajaran 2016-2017, santri penghafal qur’an berjumlah 193 santri 
                                                             
3 https://darulfithrah.com/visi-dan-misi/ 
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dengan 28 ustadz yang mertarbiyah mereka. Semoga lahir kader 
ummat yang berkualitas.4 
d. Legalitas Pesantren 
Yayasan Al Fithrah Sukoharjo berdasarkan Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 20 Januari 2005 
No. C-83.01.02 Tahun 2005. Rekomendasi Kepala Departemen 
Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor. MK.33/5.a/PP.00.4/296/2003 
lembar Negara no : 444 
e. Sistem Pendidikan 
Pondok Pesantren Islam Darul Fithrah menggunakan 
sistem boardingschool yaitu semua peserta didik tinggal di asrama 
dalam lingkungan pondok, mentaati tata tertib dan mengikuti 
ketentuan kegiatan dibawah pengawasan, penngendalian dan 
bimbingan para pengurus dan asatidzah. 
2. Pondok Pesantren Daarul Hidayah 
a. Profil Pondok Pesantren Daarul Hidayah 
Nama  : Pondok Pesantren Daarul Hidayah Sukoharjo  
Alamat  : Bulakrejo 
Kecamatan : Sukoharjo 
KAbupaten  : Sukoharjo 
Provinsi  : Jawa Tengah 
Kode Pos : 57551 
                                                             
4 https://darulfithrah.com/profil-darul-fithrah-pondok-pesantren-tahfidz-berbasis-it/ 
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Telephone  : (0271) 5991166 
International Phone : + 62271 5991166 
Website : http://www.daarulhidayah.com/ 
NPSN  : 69946386 
Status : Swasta 
Bentuk Pendidikan  : SMP 
Status Kepemilikan : Yayasan 
SK Pendirian Sekolah : 421.3/1675/2016 
Tanggal SK Pendirian : 2016-04-08 
SK Izin Operasional   : 421.3/1675/2016 
Tanggal SK Izin Operasional : 2016-04-085 
 
b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Daarul Hidayah 
Visi 
Terwujudnya Sekolah yang unggul dalam ilmu Pengetahuan dan 
teknologi serta berjiwa mandiri yang didasari pada Keimanan dan 
Ketaqwaan. 
Misi 
1. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif 
dan proaktif yang mengutamakan kepada internalisasi nilai - 
nilai Al Qur'an dan Assunnah; 
                                                             
5 Ahmad Rifai , Ketua Yayasan Daarul Hidayah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2019 jam 
10.00-12.00 
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2. Mewujudkan Proses pembelajaran yang efektif dan efisien; 
3. Mewujudkan Lulusan yang cerdas, mandiri dan berakhlaqul 
karimah; 
4. Mewujudkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang 
profesional; 
5. Mewujudkan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir.6 
3. Pondok Pesantren Imam Syuhada 
a. Sejarah Pondok Pesantren Imam Syuhada 
Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo (selanjutnya 
disingkat PPMIS) adalah salah satu pesantren dengan sistem 
pendidikan moderen yang didirikan oleh pemimpin cabang 
Muhamadiyah Blimbing daerah sukoharjo pada tahun 1994, dengan 
No. SK.PCM : 194/SK.PC/I.A/1.a/1994. pesantren ini terletak di 
desa wonorejo, kecamatan polokarto, kabupaten sukoharjo, Jawa 
Tengah. 
PPMIS ini berdiri berangkat dari semangat mencetak kader 
persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan kader islam pada 
umumnya, dengan harapan mampu ikut berperan dalam 
mencerdaskan bangsa melalui amal usaha pendidikan dengan sistem 
pesantren. 
Ditahun 1997 kami telah mendapat ijin Oprasional 
depatermen agama kanwil depag jawa tengah dengan No ijin kanwil 
                                                             
6 Ibid 
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Depag : WK/5.e/PP.00.7/2344/1997 dan Badan Hukum : 
23628/MPK/74. 
Dengan sistem pendidikan pesantren moderen yang kami 
kembangkan besar harapan PPMIS mampu menjadi secerah cahaya 
yang akhirnya menjadi solusi problematika umat pada saat ini dan 
masa yang akan datang. 
Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat kepada 
pesantren ini menggerakan mereka ikut andil besar dalam suksesnya 
pengembangan pesantren baik fisik bangunan hingga wakaf tahan 
yang diserahkan ke pesantren ini. yang lebih menggembirakan bagi 
kami adalah semakin besarnya minat masyarakat untuk 
mempercayakan putra-putrinya menuntut ilmu dipesantren ini. 
b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Imam Syuhada 
Visi 
Terwujudnya alumni santri yang memiliki keimanan yang besar, 
beraqidah shohihah, berakhlaq karimah, intelektual-tual, dan 
mempunyai semangat juang beramar ma’ruf nahi mungkar sehingga 
tercipta masyarakat yang diridhoi allah SWT. 
Misi 
1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorentasi pada 
pemahaman dan pendalaman agama Islam yang benar. 
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2. Meningkatkan kinerja Pondok Pesantren Modern yang berbasis 
pada profesional yang Islami untuk menghasilkan suasana 
kehidupan Pondok Pesantren yang kondusif dan berkemajuan. 
3. Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga pendidikan yang berbasis kepesantrenan keseimbangan 
antara Iman dan Ilmu Pengetahuan.7 
 
B. Pendapat Beberapa Pimpinan Pondok Pesantren Di Sukoharjo 
Tentang Perkawinan di Bawah Tangah 
1. Pondok Pesantren Daarul Fithrah 
a. Hukum Nikah pada Dasarnya Sunnah 
Dilihat dari situasi dan kondisi seseorang maka hukum dari 
pernikahan bisa berubah menjadi wajib bahkan hukum pernikahan 
dapat berubah menjadi mubah tergantung dari seseorang tersebut, 
tetapi hukum asal dari pernikahan itu adalah sunnah.8  
Seperti hadis : 
 ِّنِِإَف ،اْوُجَّوَز َتَو ، ِّنِِّم َسْيَل َف ِتَِّنُسِب ْلَمْع َي َْلَ ْنَمَف ِتَِّنُس ْنِم ُحاَكِّنَلا  ُُكِب ِِبٌاَكُم 
 َناَك ْنَمَو ، ََُملأْا ِإَف ِماَيِّصلِاب ِهْيَلَع َف ْدَِيَ َْلَ ْنَمَو ،ْحِكْن َيْل َف ٍلْوَط اَذ ِءاَجِو ُهَل َمْوَّصلا َّن 
“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan 
melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. 
Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan 
banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa 
                                                             
7 https://www.imamsyuhodo.sch.id/tentang-pondok/ 
8 Chaerul Anwar, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Fithrah, wawancara pribadi, 28 
 Maret 2019 jam 14-00-15.00 
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memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan 
barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena 
puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)9.  
Syarat sah nikah ada wali, mahar khitbah, dan walimah itu 
yang harus dipenuhi, jadi secara hukum islam jika itu sudah dipenuhi 
maka ada pihak perempuan, pihak laki-laki kemudian mahar, saksi 
dan walimah yang seperti lazimnya pernikahan maka secara hukum 
islam itu sudah sah kemudian karena kita hidup di sebuah negara 
yang memiliki aturan di dalam Kompilasi Hukum  Islam maka setiap 
pernikahan yang dilakukan oleh seluruh umat islam harus dicatat 
seharusnya yang harus menikahkan itu walinya baik itu bapaknya, 
kakeknya atau pamannya atau yang berhak menjadi wali maka 
secara hukum islam sudah sah, namun karena kita hidup di Indonesia 
dalam hal pernikahan ataupun sejenisnya yang harus menganut 
hukum yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum  Islam maka harus 
di catatkan baik di dalam melangsungkan pernikahan di dalam 
kantor KUA atau di selenggarakan di rumah pribadi maka 
pencatatan perkawinan harus dilakukan. Pernikahan itu terjadi 
sesuai dengan hukum islam dan bisa disaksikan oleh pihak KUA 
atau jika tidak disaksikan oleh Kantor Urusan Agama bisa meyakini 
bahwa itu sudah berjalan sesuai dengan hukum syariat islam, karena 
itu sudah merupakan tugas Kantor Urusan Agama, jika itu sudah 
                                                             
9 Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah 
radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah(no.2383) 
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diyakini bahwa pernikahan itu sah maka Kantor Urusan Agama 
diperbolehkan mencatat. 10 
Kembali kepada Hukum asal pernikahan Sunnah dengan tata 
cara pencatatan yang sudah diatur dengan sedemikian rupa maka 
termasuk dalam menikah untuk kedua kalinya bahkan memiliki istri 
dua,tiga bahkan maksimal empat maka hukum yang digunakan sama 
sebagaimana melaksanakan pernikahan yang pertama sesuai dengan 
aturan-aturan yang digunakan seperti syarat sah dalam pernikahan. 
Harus melalui tahap khitbah terlebih dahulu, adanya wali,saksi, 
mahar, dan walimah guna untuk mensyiarkan agar pandangan 
masyarakat terhadap dia tidak zina. Secara hukum Islam jika sudah 
adanya ijab qobul dari pihak wali mempelai wanita terhadap yang 
dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki ada saksi dan 
sebagainya tersebut maka secara hukum islam hal tersebut sudah 
dikatakan sah. Termasuk dalam hal kemampuan terhadap istri-
istrinya, baik dalam nafkah lahir batin, pakaian sandang, papan.  
Pernikahan yang pertama atau yang kedua, ketiga dan 
keempat karena kita sebagai warga negara Indonesia maka jalur 
yang secara syar’i baik di dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
berlaku maka harus di kerjakan karena negara membentuk suatu 
peraturan disertai manfaatnya, baik itu untuk urusan administrasi 
                                                             
10 Chaerul Anwar, Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Fithrah, wawancara pribadi, 28 
 Maret 2019 jam 14-00-15.00 
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untuk istri-istrinya dan anak-anaknya dan akan berkelanjutan 
sampai kepada hukum kewarisan nantinya.11 
Adapun menikah di bawah tangan merupakan pernikahan 
yang secara sah menurut hukum agama jika memenuhi syarat dan 
rukunnya namun pernikahan tersebut tidak tercatat. Meskipun 
beberapa keluarga yang kita amati terhadap pelaku Perkawinan di 
Bawah Tangan yaitu adanya surat di atas materai yaitu surat yang 
dibuat antara kedua belah pihak diatas materai yang ditandangani 
kedua belah pihak  dan itu dapat diajukan sebagai bukti ke hukum 
walaupun jika sudah berjalan ketika ingin mengurus surat nikah 
untuk pernikahan kedua tersebut maka Pengadilan Agama dapat 
memfasilitasi hal tersebut. Dengan adanya surat yang di buat kedua 
belah pihak dengan materai tersebut guna untuk menguatkan 
pernikahan yang sudah di laksanakan secara syar’i tanpa 
sepengetahuan petugas KUA maka hal itu dapat dilakukan.  
Yang terjadi di lapangan, ada beberapa orang yang 
melakukan pernikahan baik itu melalui sesuai alur yang ditetapkan 
hukum bahkan ada yang melakukan Perkawinan di Bawah Tangan. 
Namun di dalam lingkungan Pondok Pesantren Daarul Fithrah ini 
tidak ada yang melakukan Perkawinan di Bawah Tangan. Ada salah 
satu sesepuh dari Pondok Pesantren Daarul Fithrah yang bernama 
Ustad Mursidi beliau melakukan dua kali pernikahan namun bukan 
                                                             
11 Ibid 
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Perkawinan di Bawah Tangan melainkan sesuai dengan prosedur 
negara yang berlaku dengan menempuh jalur persidangan di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. Pernikahan kedua Ustad Mursidi 
tersebut dengan seorang janda mempunyai anak 2 , dan dari 
pernikahan kedua Ustad Mursidi tersebut mempunyai seorang putri. 
Artinya tidak melakukan Perkawinan di Bawah Tangan dengan istri 
keduanya. Namun melalui prosedur yang berlaku.12 
Para pelaku Perkawinan di Bawah Tangan  alangkah baik nya 
meresmikan pernikahan mereka secara formal melalui KUA. 
Mungkin dalam suatu kondisi tertentu yang mengharuskan 
Perkawinan di Bawah Tangan tetapi dengan catatan semua pihak 
baik dari pihak laki-laki, maupun pihak calon mempelai wanita yang 
akan dijadikan istri tersebut, maupun pihak saksi dam juga keluarga 
sudah sepakat dan sudah dibicarakan dengan baik, dan juga harus 
dicatat di atas materai supaya Perkawinan di Bawah Tangan itu 
mempunyai bukti hukum jika suatu saat menimbulkan suatu 
permasalahan dan tidak ada kedhaliman baik terhadap istri dan 
terhadap keluarga nya suatu saat nanti, jika tidak ada hukum seperti 
itu dan akan mengandalkan kepercayaan kepada seseorang maka hal 
tersebut akan terasa berat, meskipun pada awalnya suami berjanji 
tidak akan meninggalkan namun karena suatu hal suami pergi dan 
menceraikan maka tidak mempunyai bukti yang kuat jika akan tetap 
                                                             
12 Ibid 
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mempertahankan pernikahan tersebut atau untuk menuntut hak 
anak, nafkah dan berkaitan dengan masa idah, adanya surat bukti 
nikah tersebut demi tidak adanya pihak yang terdhalimi, dan 
merasakan ada keadilan antara masing-masing pihak, karena Islam 
hadir untuk memberikan keadilan kepada manusia dan juga binatang 
bahkan untuk orang-orang non muslim. Karena Islam itu Rahmatan 
lil Alamin.13 
b. Kitab Rujukan Yang Digunakan Sebagai Pedoman 
Kitab-kitab sunah, kitab kitab fikih yang lain, kitab-kitab 
induk seperti Bukhori Muslim, Fathul Barri, dan mengacu kepada 
Fikih Kontemporer seperti kisah sababiyah, Nisa ‘ala Rosul dan 
tentunya kembali kepada kitab-kitab Quros, kitab-kitab fikih imam 
ahmad, tidak ada yang mengharuskan bahwa pernikahan harus di 
catatkan tidak disebutkan. Jadi dalam hal ini kita mengambil 
mashlahah mursalah dan juga ‘urf sehingga orang harus mengikuti 
hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Atau juga 
mengambil Syaddu dzariah dalam ilmu Ushul Fikih. 
مابح وهف مابلحا لىإ ىدأ ام 
“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu 
juga haram”.14 
Dalam kitab-kitab hanya mengatur tentang menikah secara 
syari Jadi jika secara shorih jelas menjelaskan pernikahan harus 
                                                             
13 Ibid  
14 (Imam Izzuddin bin Abdussalam,Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil Anam, 2/184. Syaikh 
Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, Ushul Al Fiqh ‘Ala Manhaj Ahlil Hadits, Hal.  114)14 
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dicatatkan hal tersebut tidak ada. Jadi Perkawinan di Bawah Tangan 
hukumnya sah namun dengan resiko yang harus dia hadapi suatu 
saat nanti.  
c. Waris Tetap Jatuh Kepada Keluarganya 
Secara syari atau hukum agama akan tetap berlaku hukum-
hukum islam meskipun dia cerai dia meninggal tetap berlaku 
hukum-hukum islam kepada dia baik itu kepada istrinya, anaknya. 
Misalnya Suami meninggalkan istri dua tetap berlaku hukum islam 
untuknya, hukum warisnya istri pertama mendapat warisan dan istri 
kedua juga mendapat warisan kecuali jika ada syarat-syarat dalam 
kitab, di dalam kitab ada seorang perempuan menikah dengan 
seorang laki-laki dengan syarat atau laki-laki boleh menikah dengan 
perempuan dengan syarat didalam kitab fikih itu dijelaskan bahwa 
menikah dengan syarat itu boleh. 
Jadinya seorang muslim itu berdasarkan syarat-syarat yang 
telah mereka sepakati selama tidak dhalim mendhalimi atau 
madhorot memadhorotkan. Jadi hukum waris tetap berlaku karena 
hukum waris hukum Allah. 
d. Hamil Diluar Diluar Nikah Sebelum Adanya Ijab Qobul Apakah 
Tetap Menjadi Anak Bapaknya. 
Tidak dapat diakui sebagai anak nya karena anak yang lahir 
dari hasil zina tidak bisa di nasabkan kepada bapaknya dan anak 
tersebut tidak mendapatkan warisan, anak tersebut hanya dapat 
83 
 
dinasabkan kepada ibunya berdasarkan teori genetika dalam islam 
tidak berlaku untuk hal hamil diluar pernikahan, bahkan ada 
pendapat yang sangat ketat terkait hal ini yaitu tidak boleh 
dinikahkan sebelum dia istibroh dahulu. Meskipun ada pendapat 
yang mengatakan dinikahkan dahulu untuk mengurangi rasa kecewa 
dan lain-lain, namun untuk hal ini kami tidak menyetujuinya. 
e. Menyikapi 
Tergantung dalam akar masalah karena setiap masalah 
mempunyai jalan keluar masing-masing. Dapat disimpulkan berzina 
dengan alasan15  
1. Karena istri tidak paham agama  
2. Istri tidak melakukan kewajibannya  
3. Permasalahan yang timbul dari suami  
Maka dari itu kunci sebelum menikah harus faham agama 
termasuk pengertian nikah, talak,  harus di bak dan kewajiban suami 
istri yang di bahas di depan sebelum melangsungkan pernikahan. 
Pemahaman agama yang baik dan benar sebelum melakukan suatu 
amal atau ibadah seperti yang disebutkan oleh imam bukhori. 
 ِلَمَعلاَو ِلوَقلا َلبَق  ُلِعلا 
“Ilmu sebelum berkata dan berbuat”.16 
  
                                                             
15 Ibid  
16 Ibid  
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2. Pondok Pesantren Daarul Hidayah 
a. Latar Belakang Pesantren Daarul Hidayah 
Fikih pada dasarnya Al-quran hadis ulama, ulama punya 2 
metode yaitu ijma dan qiyas maka jika orang langsung mengambil 
hukum langsung dari Al-Qur’an dan hadis maka  tidak bisa mau dari 
siapapun bahkan organisasi apapun tidak bisa, tentang bagaimana 
fikih kamu ? bagaimana kamu dalam sholat, dalam bermuamalah ? 
jika seseorang langsung menjawab “saya madzabuna Qur’an wa 
Sunnah” maka saya katakan itu sesat dalam hal fikih. Seperti contoh, 
orang bertanya “Sesuatu ini najis atau tidak?” kemudian dijawabnya 
“najis” siapa yang mengatakan “Rosululloh”. Hadis tersebut 
memang betul najis namun apakah maksud dari hadis tersebut 
seperti itu?. Ada contoh lain lagi ada hadis yang mengatakan bahwa 
sedekap yang paling betul itu yang diatas dada riwayat imam muslim 
yang meriwayatkan namanya sahabat abdullah Annas bin Malik 
disitu ada hadis yang mengatakan. 
 َُّث ىَبْسُيْلا ِهِدَي ىَلَع َنَْمُيْلا ُهَدَي ُعَضَي  ََّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َناَك 
 ِةَلََّصلا فِ َوُهَو ِِهرْدَص ىَلَع اَمُه َن ْي َب ُّدُشَي 
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam meletakkan tangan 
kanannya di atas tangan kirinya kemudian mengencangkan 
keduanya di atas dadanya ketika beliau shalat” 17 
                                                             
17 (HR,. Abu Daud 759, Al Baihaqi 4/38, Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 3322) 
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Nabi muhammad meletakkan tangan ‘ala shodrihi. ‘ala disitu 
dikatakan oleh beliau di depan atau di atas dadanya. Maka dari itu 
logikanya gampang Annas bin Malik mempunyai murid namanya 
Imam Hanafi, imam hanafi pendiri madzab hanafi yang lahir pada 
tahun 80 H. Lalu kita lihat bagaimana pendapat imam hanafi, Imam 
Hanafi mengatakan bahwa sedekap yang paling sunnah di atas pusar 
dan menurut imam hambali dibawah pusar, menurut imam maliki 
tidak sedekap tangan lurus ke bawah dan jika menurut imam syafii  
yang dianut oleh mayoritas orang indonesia yaitu sejajar di antara 
dada dan pusar dan dari empat imam madzab tidak ada yang 
mengatakan bahwa sedekap di atas dada. Jadi tidak mungkin yang 
namanya imam madzab itu tidak tau hadis, sebelum adanya ulama 
hadis itu ada ulama madzab.18 
Jika ada orang atau suatu organisasi yang tidak mau ajaran 
atau membantah jika itu madzab syafi’i, dan yang dianut oleh 
mereka adalah hadis yang shohih bukhori dan shohih muslim maka 
dapat dilihat sejarah bahwa imam bukhori lahir pada tahun 810 M. 
Imam bukhori mempunyai guru bernama imam hambali, imam 
hambali mempunyai guru namanya imam syafi’i, jadi imam bukhori 
itu cucu murid dari imam syafi’i. Dan bahkan beliau mengatakan 
bahwa nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori 
                                                             
18 Ahmad Rifai , Ketua Yayasan Daarul Hidayah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2019 jam 
10.00-12.00 
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Asy-Syafi’i. Nama asli beliau adalah Muhammad punya ayah 
namanya Ismail Al-Bukhori misbah kepada kota kelahiran yaitu 
Bukhoro dan dalam ilmu Fikih beliau bermadzab syafi’i. Maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dizaman sekarang mengatakan 
tidak bermadzab itu bohong. Dan tidak ingin mengikuti imam 
madzab hanya berpedoman dengan Qur’an dan hadis, sedangkan  
Imam hadis yang dianut itu bermadzab maka dari secara tidak 
sengaja kita dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah 
itu dikatakan kita sedang bermadzab. Karena seluruh ulama di dunia 
itu bermadzab. Dan setiap madzab punya konsekuensi dan ketentuan 
masing-masing yang ke empat nya punya tujuan masing-masing da 
sampai kepada Allah. Maka dari itu yang dijadikan dasar ataupun 
pedoman yang diambil oleh Pesantren Daarul Hidayah tersebut yaitu 
Al-Qur’an Sunnah Ijma Qiyas. Yang boleh berijtihad yang boleh 
mengqiyaskan bukan orang sembarangan namun harus ulama maka 
dari itu biasanya di pesantren setiap berbicara ada ibarotnya ada 
ta’bir nya. Seperti Halnya NU mempunyai Lembaga Bathsu masail, 
Muhammadiyah mempunyai Dewan Lembaga Tarjih. Jadi yang 
digunakan sebagai dasar daripada mengambil hukum ada qolal 
Mushonif, Qolal Mualif, jadi yang berpendapat bukan dari kita 
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pribadi namun kita membaca dan merujuk pendapatnya para ulama 
salaf.19 
Perkawinan di Bawah Tangan menurut Pandangan Pondok 
Pesaantren Daarul Hidayah20 
a. Tidak Ada Perbedaan Syarat Dan Rukun Antara Pernikahan Pertama 
Dan Seterusnya. 
Didalam madzab syafii tidak ada syarat khususs yang 
membedakan baik itu pernikahan kedua, ketiga maupun keempat, 
maka syarat dan rukunnya sama dengan nikah yang pertama, jika 
didalam pernikahan yang pertama harus ada wali, saksi, mas kawin, 
ijab qobul ada calon mempelai pria dan wanita maka tidak lain 
halnya dengan pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi 
syarat,rukun itu sama tidak ada tambahan atau syarat khusus. 
b. Menjadi Warga Negara Indonesia yang Baik 
Pada dasarnya negara hadir bukan untuk membatasi hukum 
islam tapi negara hadir untuk melindungi agama Islam itu sendiri 
dan mengayomi memberikan kenyamanan kepada seluruh pihak. 
Beliau Rasulullah SAW menyuruh kepada kita semua untuk menulis 
apa yang terjadi diantara kita tetap disuruh untuk menulis baik itu 
dalam hal perjanjian ataupun bukan hanya dalam rangka untuk 
                                                             
19 Ahmad Rifai , Ketua Yayasan Daarul Hidayah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2019 jam 
10.00-12.00 
20 Ibid 
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melindungi jika terjadi apapun di suatu hari nanti dan demi 
kelancaran dalam menyelesaikan perselisihan dan sengketa akan 
dengan mudah terselesaikan, baik dengan hukum maupun 
diselesaikan dengan pribadi. Karena dalam setiap peraturan negara 
diciptakan guna untuk melindungi setiap warganya maka dari itu 
buku nikah atau surat perjanjian yang dibuat dapat digunakan 
sebagai bukti tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika 
berbicara tentang muamalah adalah hubungan antara kita dengan 
sesama dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. 
Didalam muamalah ada qo’idah. 
 ِْيل َّدْلا َّل َُدي َّتََّح ةَح َاب ِلإْا ِءاَيْشَلأْا ِفِ ُلْصَلأَا ِْيِبْحَّتلا ىَلَع ُل 
“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada 
dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau 
mengharamkannya)” 
Di dalam kehidupan kita tidak hanya berhubungan baik 
kepada Allah namun juga berhubungan baik kepada manusia jadi 
kita harus menjaga layaknya perasaan dan hati satu sama lain maka 
harus ada adab dan akhlaq kita dalam menghadapi sesama manusia 
hendaklah meminta izin kepada keluarga demi lancar dan terbinanya 
keluarga yang sakinah warahmah. Karena negara hadir bukan untuk 
membatasi namun negara hadir untuk melindungi semua pihak baik 
hak suami maupun hak istri itu sendiri. Jadilah warga Islam yang 
baik dan jadilah warga negara yang baik. Jadi bagaimanapun kita 
hidup di indonesia maka harus mentaati hukum indonesia agar saling 
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merasa nyaman dengan orang. Baik itu orang muslim maupun non 
muslim, karena indonesia bukan negara Islam tapi negara yang 
bernafaskan Islam.21  
c. Waris Untuk Yang Berpoligami Di Bawah Tangan 
Dalam hal ini sama halnya dengan orang yang hamil di luar 
nikah, jika jarak kehamilan dengan pernikahan tidak ada 6 bulan 
maka dapat dipastikan anak tersebut hasil dari zina tanpa berpikir 
panjang maka untuk melangsungkan pernikahan diambil alih oleh 
wali hakim tanpa menjelaskan sebab musababnya karena takut 
menyinggung satu dan yang lainnya jadi anak hasil hamil diluar 
nikah tersebut dalam hukum syariat islam diakui dan hukum waris 
diakui meskipun dalam pernikahan tesebut yang menikahi ayah 
biologisnya dalam hukum syariat tidak boleh bin ke ayahnya harus 
ke ibunya. Sama dengan Perkawinan di Bawah Tangan ini secara 
hukum islam diakui secara hukum waris diakui, namun pada 
dasarnya negara atau pengadilan tidak akan mengurusi asalkan tidak 
terjadi sengketa dalam pernikahan tersebut.  Kecuali suatu saat 
terjadi problem rumah tangga antara istri pertama dan istri lainnya 
karena masing-masing istri mempunyai peran yang sama dan 
mempunyai persengketaan antara yang istri satu nikah sah negara 
dan yang istri lainnya nikah sah agama kemudian dinaikkan ke 
                                                             
21 Ahmad Rifai , Ketua Yayasan Daarul Hidayah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2019 jam 
10.00-12.00 
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pengadilan karena tidak bisa menyelesaikan sengketa yang ada, istri 
yang pertama telah memenuhi syarat sah istri dengan bukti-bukti 
yang dimiliki seperti akta nikah,  buku nikah dan lain-lain. 
Sedangkan istri yang lain hanya memiliki saksi dan bukti selembar 
kertas kemudian istri yang lain harus mengurus persyaratan yang 
lain meminta izin secara tertulis ke Pengadilan. Dalam hal waris 
karena istri sirrinya tidak memiliki bukti yang pasti maka pengadilan 
akan memberi solusi yaitu bukan  dinamakan harta warisan maupun 
harta gono gini namun dinamakan dengan harta hibah. Seperti 
wasiat harta wasiat tidak boleh diberikan seluruh hartanya kepada 
orang lain, namun maksimal hanya 30%. Contohnya fulan 
mempunyai uang 100 juta tidak boleh 100 juta diserahkan 
seluruhnya kepada fulanah namun yang boleh hanya 33 juta karena 
maksimal harta wasiat adalah 30% dari jumlah harta yang dimiliki. 
Lain halnya dengan semasa hidup orang tersebut berkata akan aku 
shodaqohkan seluruh harta ku untuk fulan.22 
Jadi untuk masalah waris orang yang Perkawinan di Bawah 
Tangan tetap tidak diakui oleh negara jadi hakim dengan 
pertimbangan kemanusian dapat memberi solusi kepada istri sirri 
nya dan yang lain serta anak-anaknya dengan dinamakan harta 
nafaqoh. Karena istri sirri tidak bisa membuktikan bahwa dia istri 
sah dengan bukti surat nikah, akta nikah atau buku nikah.  
                                                             
22 Ibid 
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3. Pondok Pesantren Imam Syuhada 
a. Dasar Hukum 
Dari segi hukumnya pernikahan tersebut dikatakan sah 
karena terpenuhi rukun dan syarat nikah. Asalkan pernikahan yang 
di jalankan sesuai dengan peraturan agama maka pernikahan 
tersebut sah. Di Indonesia ini sudah ada aturan yang harus di taati. 
Untuk warga negara Indonesia apabila ada orang yang melakukan 
Perkawinan di Bawah Tangan maka harus menerima setiap 
konsekuensinya, contoh ketika nanti anaknya lahir maka tidak 
tercatat sebagai anak si a anak si b atau anaknya siapa maka negara 
dalam hal itu tidak mencatat sebagai anak resmi dari si a dan si b. 
Dalam masalah lain setelah perjalanan pernikahan berjalan cukup 
lama kemudian ada perselisihan antara suami dan istri kemudian istri 
merasa terdhalimi maka dia untuk mengajukan ke pengadilan 
mengalami kesulitan karena pernikahannya  tidak diakui dan 
dianggap tidak menikah karena tidak mempunyai bukti 
pernikahannya tidak ada sehingga jika istri akan menggugat itu 
negara tidak bisa memberi bantuan karena datanya tidak ada.23 
Secara hukum fikih jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat 
pernikahan maka pernikahan dikatakan sah, tetapi karena akan 
menimbulkan banyak dampak negatif maka dalam hal ini 
                                                             
23 Sholahuddin Sirizar,  Pengasuh Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, wawancara 
pribadi, 9 mei 2019 jam 10.00-11.00 WIB  
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mengambil syaddu dzariah yaitu menutup jalan ini supaya tidak 
menimbulkan kerusakan. Namun kembali kedalam sisi hukum asal 
sesuai dengan syarat dan rukun menikah baik itu pernikahan pertama 
kedua ketiga dan keempat sekalipun maka dalam hal ini pernikahan 
tetap sah.  
b. Waris Untuk Anak dan Istrinya 
Waris untuk anak dan istrinya tetap berjalan sebagaimana 
yang diatur dalam hukum islam. Jika mempnyai dua istri maka  
Pembagian waris untuk istri pertama dan kedua tetap dibagi dan 
dapat warisan jika kedua istri mempunyai anak maka kedua-duanya 
juga mendapat warisan.  
Adapun kitab rujukan yang akan digunakan sebagai 
pedoman dalam mengambil hukum Perkawinan di Bawah Tangan 
ini terutama mengedepankan pendapat 4 madzab , madzab nya 
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi’i 
bagaimana pendapat dari ulama-ulama terkait dengan pernikahan 
yang seperti ini. Itu jika yang bermadzab, jika yang tidak bermadzab 
biasanya lebih bebas dia mencari semua pendapat madzab yang ada 
dari dalik-dalilnya dari alasan-alasannya mana yang lebih kuat maka 
itu yang diambil terkait dengan masalah Perkawinan di Bawah 
Tangan ini.  
Di dalam KHI yang diambil syaddu dzariah supaya tidak 
menimbulkan efek yang negatif maka dilarang tanpa adanya dasar 
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langsung dari Al-Qur’an dan hadist tetapi karena di khawatirkan 
akan menimbulkan dampak negatif maka yang di ambil Syaddu 
dzariah dalam ushul fiqih menggunakan metode itu karena jika 
langsung dicari dalam Al-Qur’an dan hadis tidak ada.24 
Jika yang terjadi karena istri sudah hamil sebelum adanya 
pernikahan maka anak tersebut bukan dikatakan anak dari laki-laki 
itu. Jika istri sudah hamil sebelum menikah maka anak yang 
dikandungnya tetap bukan anak dari laki-laki itu meskipun suatu 
saat dinikahi oleh yang menghamili maka tetap bukan dikatakan 
anak dari laki-laki tersebut. Anak tersebut dikatakan anak dari 
keluarga laki-laki dari ibunya bapaknya atau saudara-saudara laki-
lakinya tidak ada kaitannya dengan laki-laki yang menghamilinya 
sebelum menikah. Dalam hal ini meskipun itu sudah menikah 6 
bulan sebelum kelahiran atau 3 bulan dalam kandungan dalam hal 
ini maka jika kehamilan dilakukan sebelum pernikahan maka tetap 
dikatakan bukan anak dari bapaknya karena sudah ada perzinaan 
sebelumnya. Jika wanita itu sudah hamil dulu sebelum menikah 
maka yang akan jadi wali dari keluarga wanita itu bapaknya atau 
saudara laki-lakinya bukan laki-laki yang menghamili meskipun 
suatu saat akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili tersebut, 
                                                             
24 Ibid 
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baik itu pernikahan pertama maupun kedua, ketiga dan keempat 
dalam hal hamil diluar nikah maka hukumnya tetap sama.25 
c. Menyikapi Perkawinan di Bawah Tangan 
Menyikapi jika ada yang melakukan pernikahan dibawah 
tangan dalam hal ini menganjurkan tidak melakukan Perkawinan di 
Bawah Tangan, jika ingin menikah maka yang dilakukan harus 
memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. 
Datang ke Pihak yang berwajib kelurahan KUA dan sebagainya 
supaya tidak menimbulkan permasalah-permasalahan yang memicu 
keretakan rumah tangga suatu saat nanti. Jika semua berjalan secara 
resmi maka kedua belah pihak akan tetap berjalan dengan 
nyaman,damai. Bukan yang datang menikah diam-diam keluarga 
tidak di beri tahu dalam hal ini sikap suami maka kurang etis.26  
Dalam hal Perkawinan di Bawah Tangan tidak menyetujui 
adanya Perkawinan di Bawah Tangan. Sebaiknya tidak dilakukan 
karena akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang akan 
datang suatu saat nanti daripada manfaat yang akan di peroleh.27 
 
 
 
                                                             
25 Ibid 
26 Ibid  
27 Ibid  
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BAB IV 
ANALISIS PANDANGAN KEAGAMAAN PIMPINAN PONDOK 
PESANTREN DI SUKOHARJO TENTANG PERKAWINAN  DI BAWAH 
TANGAN 
 
A. Analisis Tentang Pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Di Sukoharjo 
Berdasarkan Perbedaan Pendapat Dan Latar Belakang Pondok 
Pesantren Yang Berbeda 
 
Pada dasarnya seseorang hidup beragama tentunya mempunyai 
prinsip atau pedoman dalam beragama misalnya mengikuti salah satu 
golongan dalam bergama agar dapat dijadikan sebagai panutan atau yang 
menjadi pegangan ketika akan menjadi ibadah kepada Allah maupun 
muamalah kepada sesama manusia. Karena hidup tidak akan terlebih dari 
dua hal tersebut.  
Dalam kesempatan kali ini sengaja peneliti mengadakan penelitian 
terhadap beberapa pondok pesantren yang pada dasarnya mereka 
merupakan dari perbedaan golongan atau aliran Islam yang ada di Indonesia 
khususnya solo raya ini. Maka dari itu di dalam penelitian ini jika seseorang 
kadang dalam beribadah berbeda pendapat misalnya sholat subuh memakai 
qunut dan tidak, ada yang membolehkan untuk kirim doa terhadap orang 
yang meninggal dengan yasiin dan tahlil ada yang melarangnya bahkan 
berkata haram dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain 
yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat. Dengan perbedaan 
dalam hal ibadah apakah golongan atau aliran umat Islam tersebut berbeda 
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pendapat pula menegenai suatu hal yang berkaitan dengan pernikahan lebih 
khusunya pernikahan sirri ini. 
Dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dan tentunya 
dalam masyarakat yang berbeda dan  dasar akidah atau pedoman keagamaan 
dalam hal ini aliran yang di anut yang juga berbeda apakah mereka berbeda 
pendapat terkait suatu hal untuk kemashlahatan bersama. 
Untuk lebih jelasnya ini pendapat pimpinan atau pengasuh pondok 
pesantren di Sukoharjo tentang perkawinan di bawah tangan adalah sebagai 
berikut:  
1. Pendapat Pimpinan Pondok pesantren Darul Fithrah  
Pondok Pesantren Daarul Fithrah yang penulis temui Ustadz 
Chaerul Anwar yang berusia 44 Tahun beralamat di Desa Grajegan Rt 02 
Rw 03 Tawangsari Sukoharjo. Berpendapat bahwa  
a. Hukum asal menikah adalah sunah dan Syarat sah nikah ada wali, 
mahar khitbah, dan walimah itu yang harus dipenuhi. Maka jika syarat 
telah dipenuhi pernikahan dikatakan sah baik itu pernikahan pertama 
kedua dan seterusnya tanpa ada yang membedakan syarat sah nya 
pernikahan.  
b. Karena kita hidup di Indonesia maka yang digunakan dan dipatuhi 
aturan yang berlaku. pernikahan di Indonesia ini maka kita menganut 
UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti 
halnya pernikahan harus dicatatkan di KUA. 
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c. Menikah di bawah tangan secara hukum Agama Islam pernikahan 
tersebut sah namun untuk menghindari hal-hal yang bersifat efek 
negatif dikemudian hari maka dari kedua pihak. 
d. Menikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang sah namun 
untuk menghindari perselisihihan di kemudian hari sebaiknya  jika 
pernikahan harus dilakukan di bawah tangan maka kedua belah pihak 
membuat surat di atas materai agar suatu saat jika terjadi perselisihan 
dapat diajukan ke pengadilan sebagai bukti. 
e. Kitab rujukan yang digunakan sebagai pedoman yaitu Kitab-kitab 
sunah, kitab kitab fikih yang lain, kitab-kitab induk seperti Bukhori 
Muslim, Fathul Barri, dan mengacu kepada Fikih Kontemporer seperti 
kisah sababiyah, Nisa ‘ala Rosul dan tentunya kembali kepada kitab-
kitab Quros, kitab-kitab fikih imam ahmad. 
f. Jadi dalam hal ini kita mengambil mashlahah mursalah dan juga ‘urf 
sehingga orang harus mengikuti hukum yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat. Atau juga mengambil Syaddu dzariah dalam ilmu Ushul 
Fikih. 
ح وهف مارحلا ىلإ ىدأ اممار   
“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu 
juga haram.”  
 
g. Hukum waris tetap berlaku tanpa ada kendala karena hukum waris 
adalah hukum Allah. Seorang muslim itu berdasarkan syarat-syarat 
yang telah mereka sepakati selama tidak dhalim mendhalimi atau 
madharat memadharatkan. 
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h. Tidak dapat diakui sebagai anak nya karena anak yang lahir dari hasil 
zina tidak bisa di nasabkan kepada bapaknya dan anak tersebut tidak 
mendapatkan warisan, anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada 
ibunya berdasarkan teori genetika dalam islam tidak berlaku untuk hal 
hamil diluar pernikahan, bahkan ada pendapat yang sangat ketat terkait 
hal ini yaitu tidak boleh dinikahkan sebelum dia istibroh dahulu. 
Meskipun ada pendapat yang mengatakan dinikahkan dahulu untuk 
mengurangi rasa kecewa dan lain-lain, namun untuk hal ini kami tidak 
menyetujuinya. 
2. Pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Modern Imam Suhodo  
Analisis penulis pendapat pimpinan Pondok Pesantren Modern Imam  
Suhodo terkait dengan perkawinan di bawah tangan yaitu : 
a. Perkawinan di bawah tangan dikatakan sah apabila telah mencapai 
syarat dan rukun nikah terpenuhi.  
b. Pencatatan dalam pernikahan itu harus di lakukan untuk menghindari 
perselisihan dikemudian hari dan jika nanti anaknya lahir dikemudian 
hari tidak menimbulkan pertanyaan anak siapa dan memudahkan dalam 
pencatatan akta anaknya. Jika adanya salah satu pihak yang terdhalimi 
maka jika akan mengajukan ke pengadilan mengalami kesulitan karena 
pernikahan yang dia lakukan tidak diakui. 
c. Langkah yang diambil dalam hal ini mengambil syaddu dzariah yaitu 
menutup jalan ini supaya tidak menimbulkan kerusakan. 
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d. Waris untuk anak dan istrinya tetap berjalan sebagaimana yang diatur 
dalam hukum islam. Pembagian waris untuk istri pertama dan kedua 
tetap dibagi dan dapat warisan jika kedua istri mempunyai anak maka 
kedua-duanya juga mendapat warisan.  
e. Adapun kitab rujukan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
mengambil hukum perkawinan di bawah tangan ini terutama 
mengedepankan pendapat 4 madzab, madzab nya Imam Hanafi, Imam 
Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi’i bagaimana pendapat dari 
ulama-ulama terkait dengan pernikahan yang seperti ini. 
f. Jika wanita telah hamil sebelum adanya ijab qabul maka dikatakan anak 
tersebut bukan anak dari ayahnya. Meskipun suatu saat akan ibunya 
dinikahi oleh ayah yang menghamilinya bukan dikatakan anaknya dan 
menolak jika dapat diakui jika masih dalam usia kandungan kurang dari 
3 bulan jika adanya anak dlam kandungan sebelum pernikahan maka 
anak tersebut bukan anak dari ayahnya.  
g. Adil diantara kedua istrinya. Adil dikatakan oleh sebagian ulama yaitu 
dalam hal materi karena jika hati maka Allah dan si pemilik hati yang 
tau tentang adil atau tidaknya.  
h. Menyikapi dalam hal perkawinan di bawah tangan tidak menyetujui 
adanya perkawinan di bawah tangan. Sebaiknya tidak dilakukan karena 
akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang akan datang suatu 
saat nanti daripada manfaat yang akan di peroleh.  
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3. Pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Hidayah  
a. Tidak ada perbedaan syarat dan rukun antara pernikahan pertama, 
kedua, ketiga dan keempat selama pernikahan tersebut memenuhi syarat 
dan rukun nikah maka pernikahan tersebut dikatakan sah bahkan di 
dalam perkawinan di bawah tangan tidak ada syarat khusus atau 
tambahan.  
b. Boleh tidak izin terhadap keluarga namun di dalam madzab syafii yaitu 
tidak adanya rasa menyakiti satu dan yang lain diantara keluarga namun 
di dalam islam harus mengedepankan adab dan tata krama maka dari itu 
demi menjaga hati keluarga yang bersangkutan maka harus adanya izin 
terhadap keluarga. 
c. Negara hadir untuk melindungi agama islam maka dari itu sebagai 
warga negara yang baik wajib patuh dan taat terhadap peraturan yang 
dibuat oleh negara.  
d. Rasulullah SAW bersabda memerintahkan kepada umatnya untuk 
menulis setiap apa yang terjadi diantara kedua belah pihak baik itu 
sebagai bentuk perjanjian atau bukan guna untuk melindungi salah satu 
pihak jika suatu saat terjadi perselisihan dan dapat menyelesaikan 
persengketaan yang terjadi.  
e. Kitab rujukan yang digunakan pedoman dalam pengambilan hukum 
yaitu Kitab I‘anah aṭ Ṭalibīn, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Dari 
Wahbah Az-Zuhailī, Minhaj al-Muhtaj, al-Muhażżab. 
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f. Waris perkawinan di bawah tangan sama halnya dengan halnya hamil di 
luar nikah anak hasil hamil diluar nikah tersebut dalam hukum syariat 
islam diakui dan hukum waris diakui. 
g. Jadi untuk masalah waris orang yang perkawinan di bawah tangan tetap 
tidak diakui oleh negara jadi hakim dengan pertimbangan kemanusian 
dapat memberi solusi kepada istri istri sirrinya untuk menjadikan harta 
nafaqah. 
 
B. Analisa Pandangan Keagamaan Pimpinan Pondok Pesantren di 
Sukoharjo  
Perkawinan di bawah tangan itu tidak semua orang mengetahui 
tentang bagaimana hukumnya untuk kedepannya nanti yang berkaitan 
dengan nasab anaknya atau waris yang akan jatuh atau jika trejadi suatu 
masalah yang akan terjadi suatu saat nanti maka dari itu dalam hal ini 
Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren di Sukoharjo memberikan beberapa 
pendapat terkait dengan Perkawinan di bawah tangan.  
Bahwasanya pernikahan di  bawah tangan semua pimpinan pondok 
pesantren mangatakan sepakat bahwa pernikahan jika telah memenuhi 
rukun dan syarat nikah maka secara agama dikatakan pernikahan itu sah.  
Izin terhadap pihak keluarga memang tidak ada aturan khusus yag 
mengatur hal itu karena di dalam islam menganjurkan adab lebih di 
dahulukan maka demi menjaga keutuhan rumah tangga demi menjaga 
silatirahim yang baik karena selama ini sebelum suami mengenal calon istri 
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maka yang dijadikan sumber berkeluh kesah yang menjadi pertimbangan 
dalam suatu keputusan yaitu keluarga maka lebih baik keluarga di minta izin 
agar proses pernikahan juga tetap berjalan sebagaimana mestinya.   
Di dalam perkawinan di bawah tangan maka dari pihak Pegawai 
Pencatat Nikah tidak mencatat pernikahan tersebut dikarenakan pernikahan 
tersebut tidak menikah secara resmi secara negara yang pada umumnya. 
Namun untuk menghindari hal-hak yang berkaitan dengan perselisihan 
tersebut maka harus adanya catatatan hitam di atas putih yang di tanda 
tangani oleh pihak-pihak terkait bahkan ditempeli materai demi menjadi 
bukti suatu saat nanti jika terjadi perselisihan yang muncul setelah adanya 
perkawinan di bawah tangan tersebut. Karena Rosulullah memerintahkan 
kepada ummatnya untuk menulis apapun yang terjadi diantara orang yang 
satu dengan yang lainnya.  
Hukum waris akan tetap jatuh sebagaimana mestinya karena hukum 
waris adalah hukum Allah yang telah Allah tetapkan untuk umatnya dan 
tidak dapat berubah-ubah namun jika ada beberapa sanak saudara atau dari 
pihak keluarga yang merasa tidak adil atau tidak mengharapkan waris itu 
jatuh kepada istri sirrinya atau anak dari istri sirrinya maka harta warisan 
tersebut dapat diubah menjadi harta nafaqah atau harta hibah yang akan 
diterima oleh istri sirri atau anak dari istri sirrinya tersebut demi tidak 
memunculkan suatu perkara dalam keluarga.  
Untuk kitab rujukan yang dijadikan pedoman pokok maka setiap 
pimpinan pondok pesantren berbeda-beda karena memang latar belakang 
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yang berbeda menjadikan apa yang dijadikan pedoman juga berbeda. 
Pimpinan pondok pesantren Imam Syuhada berpedoman kepada beberapa 
pendapat imam 4 madzab Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan 
Imam Maliki dari keempat pendapat tersebut diambil mana pendapat yang 
kuat disertai alasan yang logis maka hukum itu yang diambil sebagai 
pedoman dalam pengambilan hukum. Sedangkan Pimpinan Pondok 
Pesantren Daarul Fithrah kitab yang dijadikan pedoman yaitu kitab-kitab 
sunah, kitab kitab fikih yang lain, kitab-kitab induk seperti Bukhori Muslim, 
Fathul Barri, dan mengacu kepada Fikih Kontemporer seperti kisah 
sababiyah, Nisa ‘ala Rosul dan tentunya kembali kepada kitab-kitab Quros, 
kitab-kitab fikih imam ahmad. Sedangkan pimpinan Pondok Pesantren 
Darrul Hidayah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan 
hukum yaitu Kitab rujukan yang digunakan pedoman dalam pengambilan 
hukum yaitu Kitab I’anah al Thalibin, Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh. Dari 
Wahbah Az Zuhaily, Minhajul Muhtaj, Al Muhadz dzab. 
Jika ternyata anak hasil pernikahan sirri tersebut hasil zina dar kedua 
orang tuanya maka Pimpinan Pondok Pesantren Imam Syuhada dan 
Pimpinan Pondok Pesantren Darrul Fithrah itu bukan di nasabkan kepada 
Bapaknya dan itu dikatakan keluarga dari Ibunya namun berbeda pendapat 
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Hidayah maka jika pernikahan kedua 
orang tuanya itu ketika bayi di dalam kandungan sebelum 3 bulan atau 6 
bulan dihitung sebelum bayi itu lahir maka dapat diakui anak bapak dan 
ibunya namun jika melebihi dari ketentuan itu maka hanya dikatakan bahwa 
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anak dari Ibunya karena ruh itu ditiupkan ketika bayi berusia 4 bulan dalam 
kandungan maka ketika telah ada ruh dalam bayi itu maka itu tidak bisa di 
nasabkan kepada bapaknya namun jika pernikahan dilakukan ketika bayi 
dalam kandungan melebihi 3 bulan pernikahan kedua orang tuanya 
dikatakan sah tanpa harus mengulang pernikahan lagi ketika bayi tersebut 
lahir.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN   
Dari ketiga Pendapat Pimpinan Pondok Pesantren di Sukoharjo 
meimliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengambil hukum 
namun dari ketiga pondok pesantren itu memiliki persamaan pendapat 
bahwa pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya 
pernikahan . jika pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka 
pernikahan tersebut sudah sah secara agama. Sebaiknya jika melakukan 
Perkawinan di bawah tangan  maka harus menulis dan di sepakati oleh 
kedua suami istri karena itu merupakan perintah Rosulullah untuk selalu 
menulis hitam di atas putih. Tidak menyetujui adanya Perkawinan di bawah 
tangan  karena akan ada banyak hal negatif yang ditimbulkan setelahnya. 
Untuk masalah waris anak dan istrinya hukum waris yang telah 
ditentukan oleh Allah akan tetap berlaku sebagai mana mestinya karena 
hukum waris adalah hukum Allah yang tidak bisa diubah-ubah 
ketentuannya. Pendapat Pondok Pesantren Daarul Hidayah memiliki solusi 
jika ada yang tidak terima jika anak dan istri yang lain menndapat harta wars 
maka harta tersebut bisa di namakan harta nafaqah atau harta hibah.  
Pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Fithrah dan Pendapat 
Pimpinan Pondok Pesantren Modern Imam Suhodo berpendapat sama 
tentang wali untuk anaknya jika adanya anak di dalam kandungan sebelum 
adanya pernikahan maka dengan tegas dikatakan bukan merupakan anak 
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dari ayahnya meskipun suatu saat nanti ibunya akan dinikahi oleh ayahnya 
namun anak tersebut hanya bisa di golongkan sebagai anak Ibu atau 
keluarga dari Ibu. Sedikit berbeda pendapat  oleh Pimpinan Pondok 
Pesantren Daarul Hidayah bahwa ketika ibunya tersebut dinikahi oleh 
ayahnya anak dalam kandungan masih dibawah 3 bulan maka bisa 
dikatakan anak dari ayahnya, kenapa tidak lebih dari 3 bulan karena usia 
kandungan 4 bulan itu bayi dalam kandungan telah ditiupkan Ruh oleh 
Allah SWT.  
 
B. SARAN  
Setelah melakukan penelitian Pandangan Keagamaan Pimpinan 
Pondok Pesantren Di Sukoharjo Tentang Perkawinan di bawah tangan , 
penulis mempunyai beberapa saran yaitu : 
1. Perkawinan di bawah tangan  seharusnya tidak dilakukan karena 
dalam melakukan pernikahan yang tidak di catatkan akan 
berdampak negatif dan akan berpengaruh suatu saat nanti, sebaiknya 
jika ingin melangsungkan pernikahan yaitu pernikahan yang secara 
resmi dicatatkan oleh Negara. 
2. Untuk orang awam atau orang yang belum mengetahui masalah ini, 
jikalau selepas membaca tulisan ini ada kata atau kalimat yang 
kurang berkenan di hati dan fikiran, dari penulis mohon maaf yang 
sebesar Besarnya. Dan menjadikan tulisan ini sebagai bahan 
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pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang sekedar harus difahami 
dan dimengerti oleh orang awam. 
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Transkib Wawancara  
Tanggal  : 28 maret 2019  
Informan  : Ustadz Chaerul Anwar  
Tempat  : Pondok Pesantren Darul Fithrah  
Bagaimana pendapat ustadz 
terkait orang poligami di 
Bawah Tangan ? 
Melihat hukum asal dari menikah itu kan sunnah 
ya, namun karena suatu hal hukum menikah itu 
bisa berubah-ubah misal jadi mubah, 
wajib,makruh dan lain sebagainya.  
Apakah dalam pernikahan 
harus mengikuti aturan yang 
telah ditentukan oleh negara 
atau hanya secara hukum 
islam saja ? 
Karena kita hidup di negara hukum sudah 
semestinya kita harus menjadi warga negara 
yang harus patuh terhadap peraturan yang dibuat 
oleh negara.  
Sah atau tidak pernikahan 
yang tidak di catatkan ? 
Kalo sah atau enggaknya ya sah karena kan 
orang itu bisa dikatakan sah atau tidak dalam 
perkawinan itu ya asal telah memenuhi syarat 
dan rukun dalam perkawinan maka perkawinan 
itu sah. Bahkan nggak ada yang membedakan 
ini pernikahan pertama kedua ketiga bahkan 
keempat syarat dan rukun nikah sama.  
Kitab rujukan apa yang 
untuk pedoman dasar dalam 
pengambilan hukum ? 
Kalo kitab kitab yang kita khususnya saya 
Hukum asal yang digunakan yaitu fikih Induk 
seperti Bukhori Muslim, Fathul Barri, Fikih 
Kontemporer. Seperti kisah sahabiah Nisa’ ‘ala 
rosul dan pastinya kembali pada kitab Quros dan 
juga mempertimbangkan maslahah mursalah 
semacam urf seperti itu. 
Menurut ustadz apakah jika 
pernikahan itu dilakukan 
Hukum waris itu kan hukum Allah yang secara 
otomatis mengalir karena hukum Allah itu akan 
tidak di catatkan apakah 
waris untuk istri dan anak 
akan tetap berlaku ? 
tetap berlaku selama tidak ada yang 
mengubahnya jadi misal setelah adanya ijab 
qobul anatara mempelai laki-laki dan wanita 
maka saat itu juga ketentuan-ketentuan yang ada 
kewajiban suami kepada istri begitu sebaliknya 
dan juga hak-hak diantara kedua nya secara 
langsung sudah melekat di dalam dirinya karena 
yang namanya pencatatan itu tidak ada di dalam 
Al-Qur’an yang mengatur secara khusus untuk 
nikah dicatatkan itu nggak ada.  
Jika ternyata istri sudah 
hamil sebelum pernikahan 
apakah juga akan 
mendapatkan waris ? 
Berbeda lagi kalo masalah itu, jangankan yang 
poligami yang nikah pertama aja kalo itu si 
jabang bayi sudah hasil dari perzinahan ibu dan 
bapaknya maka dalam hal ini saya menekankan 
tidak mendapatkan waris karena sudah putus 
hubungan anatar ayah dan anaknya meski suatu 
saat ayah yang menghamili ibunya tersebut akan 
menikahi ibunya bahkan di saat anak masih 
dalam kandungan dalam hal ini saya tidak 
menyetujui nya karena jika wanita hamil akan 
dinikahkan setelah dia wiladah jadi tidak 
menutup kemungkinan biasanya orang-orang 
kan mikirnya ya cepet-cepet dinikahkan kalo ga 
cepet di nikahkan nanti kasian psikis anaknya 
psikis ibunya, takut jadi omongan. Lah itu 
kanperbuatan mereka sendiri yang emang harus 
ditanggung resikonya jika kasihan kenapa dulu 
menghamili ya kan ? harusnya lebih bisa 
menjaga sebelum menikah. Maka ada kan dalam 
hadis kalo belom mampu berpuasalah maka dari 
itu anak muda jaman sekarang lebih ngeri 
daripada dulu sebenrnya hal seperti itu udah ada 
dari dulu tapi ya belum menjamur kaya sekarang 
Bagaimana sikap suami 
terhadap kedua istrinya 
apakah harus bisa adil ? 
Adil dalam artian ini biasanya di definisikan 
seputar harta, materi, nafkah seperti sandang 
pangan papan keduanya sama-sama tercukupi 
tapi kan kita kembali lagi bahwa yang namanya 
hati apalagi cinta saya yakin tidak bisa untuk 
dibagi sama rata  
Apakah harus izin terhadap 
istri pertama jika akan 
melakukan poligami ? 
Sebenernya demi kebaikan bersama harus 
musyawarah terlebih dulu terutama kepada istri 
karena demi kebaikan masa depan juga untuk 
suami istri tersebut.  Jika istri pertama tidak tau 
maka akan menimbulkan negatif tentunya. Dan 
suami yang akan poligami harusnya dia juga 
mempunyai i’tikad untuk mendidik istri-istrinya 
agar menjadi istri yang sholehah karena jika 
suami sukses mendidik istri-istrinya sehingga 
hidup rukun, bahagia jika istri-istri sholehah 
maka dia kan tau proporsinya dia , sadar jika 
suami harus dibagi namun jika tidak paham 
agama maka antar istri bisa perang.  
Bagaimana menyikapi 
warga jika terdapat ada 
warga yang poligami di 
bawah tangan ?  
Tergantung melihat kedalam masalah yang di 
hadapi misalnya orang tersebut poligami di 
bawah tangan karena ternyata telah menghamili 
perempuan itu maka kita koreksi lagi kenapa dia 
bisa zina kenapa sudah punya istri kok selingkuh 
? maka dari itu pembekalan agama sejak dini 
harus diterapkan karena tidak paham agama 
orang bisa semena-mena terhadao istrinya orang 
bisa tidak mencintai tulus kepada istrinya 
berbeda jika orang itu paham agama jangankan 
untuk berkhianat kepada istrinya untuk marah 
atau sedikit melukai hatinya akan takut. Maka 
dari itu pembekalan agama harus ada sejak 
masih muda bahkan anak-anak memahami 
agama yang baik dan benar. Bahkan kata imam 
bukhori berilmu sebelum berkata atau berbuat 
harus kita terapkan dalam kehidupan ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkib Wawancara  
Tanggal  : 28 maret 2019  
Informan  : Gus Ahmad Rifai 
Tempat  : Pondok Pesantren Daarul Hidayah  
Bagaimana 
pendapatnya Gus 
Rifai tentang poligami 
di bawah tangan ? 
Fikih pada dasarnya Al-quran hadis ulama, ulama 
punya 2 metode yaitu ijma dan qiyas maka jika orang 
langsung mengambil hukum langsung dari Al-Qur’an 
dan hadis maka  tidak bisa mau dari siapapun bahkan 
organisasi apapun tidak bisa, tentang bagaimana fikih 
kamu ? bagaimana kamu dalam sholat, dalam 
bermuamalah ? jika seseorang langsung menjawab 
“saya madzabuna Qur’an wa Sunnah” maka saya 
katakan itu sesat dalam hal fikih. Seperti contoh, orang 
bertanya “Sesuatu ini najis atau tidak?” kemudian 
dijawabnya “najis” siapa yang mengatakan 
“Rosululloh”. Hadis tersebut memang betul najis 
namun apakah maksud dari hadis tersebut seperti itu?. 
Ada contoh lain lagi ada hadis yang mengatakan bahwa 
sedekap yang paling betul itu yang diatas dada riwayat 
imam muslim yang meriwayatkan namanya sahabat 
abdullah Annas bin Malik disitu ada hadis yang 
mengatakan  
 هّاللَ ُلوُسَر َناَك  َىُِرهِيْ ه ه َض َاَّل اَىِنُهِيْ ُ َهَض  َُعَض  ََّّسَس ه ِهََّل ُّاللَ ّاَّل 
 هةَلَّصيْ يهف َوُهَس ه هرِهَل اََّل اَنُهَىِهَب ُّهُشَض  ُّث 
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian 
mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika 
beliau shalat” (HR,. Abu Daud 759, Al Baihaqi 4/38, 
Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 3322) 
Nabi muhammad meletakkan tangan ‘ala 
shodrihi. ‘ala disitu dikatakan oleh beliau di depan atau 
di atas dadanya. Maka dari itu logikanya gampang 
Annas bin Malik mempunyai murid namanya Imam 
Hanafi, imam hanafi pendiri madzab hanafi yang lahir 
pada tahun 80 H. Lalu kita lihat bagaimana pendapat 
imam hanafi, Imam Hanafi mengatakan bahwa sedekap 
yang paling sunnah di atas pusar dan menurut imam 
hambali dibawah pusar, menurut imam maliki tidak 
sedekap tangan lurus ke bawah dan jika menurut imam 
syafii  yang dianut oleh mayoritas orang indonesia yaitu 
sejajar di antara dada dan pusar dan dari empat imam 
madzab tidak ada yang mengatakan bahwa sedekap di 
atas dada. Jadi tidak mungkin yang namanya imam 
madzab itu tidak tau hadis, sebelum adanya ulama hadis 
itu ada ulama madzab. Jika ada orang atau suatu 
organisasi yang tidak mau ajaran atau membantah jika 
itu madzab syafi’i, dan yang dianut oleh mereka adalah 
hadis yang shohih bukhori dan shohih muslim maka 
dapat dilihat sejarah bahwa imam bukhori lahir pada 
tahun 810 M. Imam bukhori mempunyai guru bernama 
imam hambali, imam hambali mempunyai guru 
namanya imam syafi’i, jadi imam bukhori itu cucu 
murid dari imam syafi’i. Dan bahkan beliau 
mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Muhammad 
bin Ismail Al-Bukhori Asy-Syafi’i. Nama asli beliau 
adalah Muhammad punya ayah namanya Ismail Al-
Bukhori misbah kepada kota kelahiran yaitu Bukhoro 
dan dalam ilmu Fikih beliau bermadzab syafi’i. Maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dizaman sekarang 
mengatakan tidak bermadzab itu bohong. Dan tidak 
ingin mengikuti imam madzab hanya berpedoman 
dengan Qur’an dan hadis, sedangkan  Imam hadis yang 
dianut itu bermadzab maka dari secara tidak sengaja 
kita dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 
ibadah itu dikatakan kita sedang bermadzab. Karena 
seluruh ulama di dunia itu bermadzab. Dan setiap 
madzab punya konsekuensi dan ketentuan masing-
masing yang ke empat nya punya tujuan masing-masing 
da sampai kepada Allah. Maka dari itu yang dijadikan 
dasar ataupun pedoman yang diambil oleh Pesantren 
Daarul Hidayah tersebut yaitu Al-Qur’an Sunnah Ijma 
Qiyas. Yang boleh berijtihad yang boleh mengqiyaskan 
bukan orang sembarangan namun harus ulama maka 
dari itu biasanya di pesantren setiap berbicara ada 
ibarotnya ada ta’bir nya. Seperti Halnya NU 
mempunyai Lembaga Bathsu masail, Muhammadiyah 
mempunyai Dewan Lembaga Tarjih. Jadi yang 
digunakan sebagai dasar daripada mengambil hukum 
ada qolal Mushonif, Qolal Mualif, jadi yang 
berpendapat bukan dari kita pribadi namun kita 
membaca dan merujuk pendapatnya para ulama salaf.  
Poligami di bawah tangan menurut Pandangan Pondok 
Pesaantren Daarul Hidayah 
a. Tidak ada perbedaan syarat dan rukun antara 
pernikahan pertama dan seterusnya. 
Didalam madzab syafii tidak ada syarat 
khusus untuk orang berpoligami baik itu 
pernikahan kedua, ketiga maupun keempat, 
maka syarat dan rukunnya sama dengan nikah 
yang pertama, jika didalam pernikahan yang 
pertama harus ada wali, saksi, mas kawin, ijab 
qobul ada calon mempelai pria dan wanita maka 
tidak lain halnya dengan pernikahan yang 
kedua, ketiga dan keempat. Jadi syarat,rukun itu 
sama tidak ada tambahan atau syarat khusus. 
Seperti halnya tidak ada syarat suami minta izin 
kepada istri akan berpoligami secara hukum 
islam.  Jadi boleh dan sah jika poligami tanpa 
izin istri pertama karena izin bukan merupakan 
syarat dan rukun yang harus di penuhi dalam 
pernikahan ataupun poligami. 
b. Adab dan tata krama dalam poligami di bawah 
tangan  
Yang ditekankan oleh madzab syafii 
yaitu tidak adanya rasa menyakiti istri yang 
pertama. Maka di dalam hukum islam boleh 
untuk tidak izin kepada istri pertama namun di 
dalam islam ada yang namanya adab dan tata 
krama dimana jika sudah mempunyai istri maka 
dapat dikatakan separuh hati saya ada di sana 
maka dari itu jika menginginkan menjadi satu 
hati hati yang utuh maka suami iya dan istri juga 
iya sehingga keluarga aka sakinah mawadah 
warahmah. Maka dari itu harus ada izin dari istri 
untuk menjaga hati istri pertama, dan diqiyaskan 
dari poligaminya Rasulullah bahwa beliau 
Rasulullah SAW tidak akan berpoligami 
terkecuali setelah Siti Khadijah wafat. Maka 
dari itu Rasulullah menekankan kepada 
ummatnya untuk mengedepankan akhlaq 
dengan etika yang baik. 
c. Menjadi warga negara indonesia yang baik  
Pada dasarnya negara hadir bukan untuk 
membatasi hukum islam tapi negara hadir untuk 
melindungi agama Islam itu sendiri dan 
mengayomi memberikan kenyamanan kepada 
seluruh pihak. Beliau Rasulullah SAW 
menyuruh kepada kita semua untuk menulis apa 
yang terjadi diantara kita tetap disuruh untuk 
menulis baik itu dalam hal perjanjian ataupun 
bukan hanya dalam rangka untuk melindungi 
jika terjadi apapun di suatu hari nanti dan demi 
kelancaran dalam menyelesaikan perselisihan 
dan sengketa akan dengan mudah terselesaikan, 
baik dengan hukum maupun diselesaikan 
dengan pribadi. Karena dalam setiap peraturan 
negara diciptakan guna untuk melindungi setiap 
warganya maka dari itu buku nikah atau surat 
perjanjian yang dibuat dapat digunakan sebagai 
bukti tertulis oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa. Jika berbicara tentang muamalah 
adalah hubungan antara kita dengan sesama 
dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh 
Allah. Didalam muamalah ada qo’idah 
 ه ِض هىِحّتيْ َاَّل ُلِههيّهِيْ ّل َُهض ّاتَح ةَح اَب هلإِْ هءاَهِشَلأِْ اهف ُلِلََلأْ 
“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah 
mubah sampai ada dalil yang melarangnya 
(memakruhkannya atau mengharamkannya)” 
Berarti jika suami 
menikah lagi tanpa 
adanya izin kepada 
istri ya gus ? 
Tidak harus, tapi kan gini kalo kita hidup di dunia ya 
kita disuruh berbuat baik ya sama Allah dan juga sama 
manusia jadi tidak menutuo kemungkinan dalam hal ini 
yaitu suami yang poligami harus izin kepada istri karena 
istri kan yang selama ini menjadi tempat berkeluh kesah 
yang menjadi tempat separuh hatinya masa iya suami 
akan menikah istri tidak di kasih tau meskipun kita tidak 
diharuskan untuk izin tapi alangkah baiknya izin 
terhadap istri demi untuk kebaikan masa depan. . 
Karena negara hadir bukan untuk membatasi namun 
negara hadir untuk melindungi semua pihak baik hak 
suami maupun hak istri itu sendiri. Jadilah warga Islam 
yang baik dan jadilah warga negara yang baik. Jadi 
bagaimanapun kita hidup di indonesia maka harus 
mentaati hukum indonesia agar saling merasa nyaman 
dengan orang. Baik itu orang muslim maupun non 
muslim, karena indonesia bukan negara Islam tapi 
negara yang bernafaskan Islam.  
 
Kalo waris apakah 
akan tetap jatuh 
kepada istri dan anak 
yang di nikah secara 
sirri ? 
Dalam hal ini sama halnya dengan orang yang hamil di 
luar nikah, jika jarak kehamilan dengan pernikahan 
tidak ada 6 bulan maka dapat dipastikan anak tersebut 
hasil dari zina tanpa berpikir panjang maka untuk 
melangsungkan pernikahan diambil alih oleh wali 
hakim tanpa menjelaskan sebab musababnya karena 
takut menyinggung satu dan yang lainnya jadi anak 
hasil hamil diluar nikah tersebut dalam hukum syariat 
islam diakui dan hukum waris diakui meskipun dalam 
pernikahan tesebut yang menikahi ayah biologisnya 
dalam hukum syariat tidak boleh bin ke ayahnya harus 
ke ibunya. Sama dengan poligami di bawah tangan ini 
secara hukum islam diakui secara hukum waris diakui, 
namun pada dasarnya negara atau pengadilan tidak akan 
mengurusi asalkan tidak terjadi sengketa dalam 
pernikahan tersebut.  Kecuali suatu saat terjadi problem 
rumah tangga antara istri pertama dan istri lainnya 
karena masing-masing istri mempunyai peran yang 
sama dan mempunyai persengketaan antara yang istri 
satu nikah sah negara dan yang istri lainnya nikah sah 
agama kemudian dinaikkan ke pengadilan karena tidak 
bisa menyelesaikan sengketa yang ada, istri yang 
pertama telah memenuhi syarat sah istri dengan bukti-
bukti yang dimiliki seperti akta nikah,  buku nikah dan 
lain-lain. Sedangkan istri yang lain hanya memiliki 
saksi dan bukti selembar kertas kemudian istri yang lain 
harus mengurus persyaratan yang lain meminta izin 
secara tertulis ke Pengadilan. Dalam hal waris karena 
istri kedua atau yang lain tidak memiliki bukti yang 
pasti maka pengadilan akan memberi solusi yaitu bukan  
dinamakan harta warisan maupun harta gono gini 
namun dinamakan dengan harta hibah. Seperti wasiat 
harta wasiat tidak boleh diberikan seluruh hartanya 
kepada orang lain, namun maksimal hanya 30%. 
Contohnya fulan mempunyai uang 100 juta tidak boleh 
100 juta diserahkan seluruhnya kepada fulanah namun 
yang boleh hanya 33 juta karena maksimal harta wasiat 
adalah 30% dari jumlah harta yang dimiliki. Lain 
halnya dengan semasa hidup orang tersebut berkata 
akan aku shodaqohkan seluruh harta ku untuk fulan.  
Jadi untuk masalah waris orang yang poligami di bawah 
tangan tetap tidak diakui oleh negara jadi hakim dengan 
pertimbangan kemanusian dapat memberi solusi kepada 
istri kedua dan yang lain serta anak-anaknya dengan 
dinamakan harta nafaqoh. Karena istri kedua tidak bisa 
membuktikan bahwa dia istri sah dengan bukti surat 
nikah, akta nikah atau buku nikah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkib Wawancara  
Tanggal  : 9 Mei 2019  
Informan  : Ustadz Sholahuddin Sirizar (Pondok Pesantren Imam Suhodo ) 
Tempat  : Kampus IAIN Surakarta  
Bagaimana pendapat 
ustad selaku pimpinan 
pondok pesantren tentang 
poligami di bawah 
tangan.  
Ini maksudnya gimana ?  
Jadi di tempat tinggal 
saya itu ada seseorang 
yang sudah menikah 
mempunyai istri 
kemudian suaminya 
menikah lagi dengan 
orang lain dengan cara 
tidak di catatkan  
Ooo jadi dia udah punya istri kemudian cari istri 
lagi begitu ? ini mau dilihat dari sisi apa ? kalo 
dilihat dari sisi hukum, sebenernya kalo dalam segi 
fikih seorang suami untuk poligami itu tidak ada 
syarat harus izin kepada istri pertama, kalo dilihat 
dari sisi hukum yaa melihat pernikahan yang kedua 
itu tadi memenuhi persyaratan sah nikah dan 
memenuhi rukun rukun nikah maka pernikahan itu 
sah, cuman dari sisi etika dan lain sebagainya ada 
masalah to mestinya ? karena ya itu tadi asal syarat 
dan rukun nya terpenuhi tidak ada keharusan suami 
harus izin kepada istri untuk menikah lagi cuman 
kan kita hidup di Indonesia kalo kita tidak  
mematuhi hukum harus mau menerima konsekuensi 
misal nanti kalo anaknya lahir tidak tercatat sebagai 
anak resmi misal suatu saat terjadi perselisihan 
umpamanya istri mau menggugat dan akan 
mengajukan ke pengadilan dia merasa kesulitan kan 
karena pernikahan nya saja tidak diakui trus mau 
ngelaporin apanya. Bukti nikah tidak ada ya negara 
tidak bisa memberi bantuan karena datanya tidak 
ada maka didalam ilmu fikih asal sesuai dengan 
rukun dan syaratnya maka sah akan tetapi karena 
menimbulkan efek-efek yang jelek paling syaddu 
dzariah sebaiknya menutup jalan itu supaya tidak 
menimbulkan kerusakan 
Masalah waris untuk 
anak dan isterinya berarti 
juga tetap berlaku untuk 
anak dan istrinya ya pak 
? 
Ya kan dia jadi punya dua isteri kan ya nanti ada 
bagian istri satu dan istri dua semuanya dapet kalo 2 
2 nya punya anak ya semua nya dapet  
Kitab rujukan yang akan 
digunakan untuk 
pedoman yang untuk 
pernikahan kaya gt apa 
pak ? 
Ya kalo pegen yang standar itu ya paling 4 Madzab, 
madzab hanafi, hambali, maliki dan syafii kita liat 
pendapat-pendapat ulama madzab itu terkait dnegan 
masalah ini bagaimana itu kalo yang bermadzab 
kalo yang tidak biasanya dia lebih bebas melihat 
madzab yang ada, termasuk nanti dalil-dalilnya 
yang lebih kuat yang mana itu yang diambil sebagai 
sumber hukum  
Mengulang izin kepada 
istri tadi berarti tanpa 
adanya izin terhadap istri 
tetap sah ya pak ? 
Kalo saya melihat bukan merupakan syarat sahnya 
pernikahan izin terhadap istri pertama namun kalo 
di KHI bisa di KHI make syaddu dzari’ah agar 
tidak menimbulkan efek yang negatif maka dilarang 
pelarangan itu maka biasanya tidak ada didalam Al-
Qur’an dan  hadis tidak ada dasar langsung tidak 
ada namun karena takut menimbulkan efek negatif 
maka disitu diambil syaddu dzariah dalam ushul 
fikih menggunakan metode itu. 
Bagaimana jika ternyata 
istri kedua tersebut hamil 
duluan sebelum menikah  
Ya kalo udah hamil duluan itu mutlak bukan anak 
bapaknya jangankan kok untuk poligami itu bukan 
poligami aja pernikahan pertama bukan dikatakan 
anak dari laki-laki tapi dikatakan anak dari keluarga 
laki-laki dari ibunya bapaknya atau saudara laki-
lakinya tidak ada kaitanyya dengan laki-laki yang 
menghamilinya meskipun suatu saat akan dinikahi 
oleh laki-laki itu  
Meskipun ada yang 
mengatakan bahwa dapat 
dikatakan sebelum bayi 
berusia 3 bulan atau 
sebelum 6 bulan 
kelahiran bayinya  
Saya tidak melihat dalam hal itu, hasil hasil si 
jabang bayi itu sebelum menikah maka dapat 
dikatakan bayi itu hasil perzinahan antara seorang 
laki-laki dan perempuan yang mengandungnya itu 
dan bukan keturunannya karena perzihaan itu tadi 
maka yg jadi wali itu anaknya ya keluarga laki-laki 
dari ibunya. Meskipun suatu saat akan dinikahi oleh 
laki-laki yang menghamilinya tetep walinya dari 
pihak laki-laki dari ibunya  
Sikap suami terhadap 
kedua istrinya diharuskan 
adil ya pak ?  
Iya adil itu harus cuman nanti permasalahannya 
terkait adil itu sendiri adil itu apakah harus 1 
banding 1 atau 2 banding 2 dan adil itu juga  apakah 
kaitannya dengan hati juga karena para ulama itu 
berpendapat kalo adil itu terkait dengan materi 
karena ya balik lagi kalo urusan hati kan Allah yang 
maha tau dan orang yang ngejalaninya tapi secara 
kasat mata dia terlihat berbuat adil terhadap 
keduanya  
Sikap bapak terhadap 
poligami dibawah tangan  
Kalo saya sih tidak kalo pengen pologami ya datang 
secara resmi ke pengadilan dan izin kepada istrinya 
kan begitu to biar tidak ada permasalah suatu hari 
nanti apalagi ini terkait dengan maslah penting, 
meskipun ini bagi sang istri butuh waktu ya harus 
ditunggu harus ada komunikaasi sampe bener-bener 
selese gitu  
Berarti bapak dalam hal 
poligami dibawah tangan 
ini tidak mendukung ya 
pak ?  
Ya secara garis besar tidak menyetujui adanya 
poligami di bawah tangan ini karena memang 
poligami di bawah tangan akan beresiko 
dikemudian hari nanti.  
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